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 BUPATI BANTAENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG 
          NOMOR :  100.3.3.2/14/Org/XII/2025 

 
TENTANG 

 
PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  

PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS                      
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 

 
BUPATI BANTAENG, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan 
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian 
nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Peta Jabatan 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bantaeng; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur 
Sipil Negara Pada Perangkat Daerah dan Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bantaeng. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

  2. 
    
   
 
    
 

    
   3. 
 
 
 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang; 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
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   4. 
 
   5.  

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 
Undang-undang Nomor 20 tahun 2024 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil; 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

  9. 
 
 
 

10. 
 

             

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 
tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negei Sipil 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 

KESATU : Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagaimana termuat 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan 
yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
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penyusunan kebutuhan pegawai, pengangkatan, 
penempatan dan mutasi pegawai ke dalam jabatan di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng. 

KETIGA 
 
 
KEEMPAT 

: 
 
 
: 

Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan 
Bupati Bantaeng Nomor 100.3.3.2/102/Org /III /2024 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku   
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 
Juli 2025 dan apabila ketentuan dikemudian hari 
terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

   
      Ditetapkan di Bantaeng 

pada tanggal, 24 Desember 2025 
 

                                                    BUPATI BANTAENG, 
 
 
 
 
 
                                                    MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN 
 
 
Tembusan: 
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di 

Jakarta; 
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar; 
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng; 
4. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng; 
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantaeng. 
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A. PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 

 

NO. PERANGKAT DAERAH KET 

1 2 3 
1. Sekretariat Daerah  

DOKUMEN PETA 
JABATAN 
MERUPAKAN SATU 
KESATUAN YANG 
TIDAK TERPISAHKAN 
DARI KEPUTUSAN 
INI 

2. Sekretariat DPRD 
3. Inspektorat Daerah 
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah 
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
9. Dinas Kesehatan 
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 
11. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan 
12. Dinas Sosial 
13. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

17. Dinas Perhubungan 
18. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian  
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan 

Perdagangan 
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 
21. Dinas Pemuda dan Olahraga  
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
23. Dinas Perikanan dan Kelautan 
24. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

 
 
LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG 

 NOMOR      :       100.3.3.2/14/Org/XII/2025 

 

TENTANG 
PETA JABATAN APARATUR SIPIL 
NEGARA PADA PERAGKAT DAERAH DAN 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANTAENG    
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25. Dinas Pariwisata 
26. Dinas Pertanian 
27. Dinas Ketahanan Pangan 
28. Dinas Lingkungan Hidup  
29. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 

Kebakaran 
30. BLUD RSUD Prof. Anwar Makkatutu 
31. BLUD RSUD Banyorang 
32. A. Kecamatan Bantaeng 

B. Kecamatan Bissappu 
C. Kecamatan Gantarangkeke 
D. Kecamatan Pa’jukukang 
E. Kecamatan Sinoa 
F. Kecamatan Tompobulu 
G. Kecamatan Uluere 
H. Kecamatan Eremerasa 

33. A. Kelurahan Pallantikang 
B. Kelurahan Tappanjeng 
C. Kelurahan Letta 
D. Kelurahan Malilingi 
E. Kelurahan Lembang 
F. Kelurahan Lamalaka 
G. Kelurahan Karatuang 
H. Kelurahan Onto 
I. Kelurahan Bonto Jaya 
J. Kelurahan Bonto Manai 
K. Kelurahan Bonto Lebang 
L. Kelurahan Bonto Sunggu 
M. Kelurahan Bonto Rita 
N. Kelurahan Bonto Atu 
O. Kelurahan Bonto Langkasa 
P. Kelurahan Lembang Gantarangkeke 
Q. Kelurahan Banyorang 
R. Kelurahan Ereng Ereng 
S. Kelurahan Campaga 
T. Kelurahan Gantarangkeke 
U. Kelurahan Tanah Loe 

 
 

      BUPATI BANTAENG, 
 
 
 
 
 

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN  
 

  



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

- 6 - 
 

 
 

  
  

Operator Layanan Operasional 
 

 

Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+ Kls B K -/+

11 0 2 -2 11 0 3 -3 9 1 1 0 11 0 2 -2 11 0 1 -1 8 6 11 -5 6 1 3 -2 11 0 2 -2 11 0 1 -1

9 1 3 -2 9 3 3 0 8 1 2 -1 9 3 3 0 9 1 1 0 10 2 7 -5 6 1 3 -2 9 1 1 0 9 0 1 -1

8 0 2 -2 8 0 2 -2 11 0 2 -2 8 0 1 -1 8 0 1 -1 12 0 2 -2 6 1 3 -2 8 0 2 -2 8 0 1 -1

9 1 1 0 3 0 30 -30 8 0 1 -1 9 3 3 0

Kls B K -/+ Kls B K -/+ 8 0 2 -2 Kls B K -/+ Kls B K -/+ 5 6 6 0

7 1 3 -2 7 2 5 -3 7 1 4 -3 7 1 2 -1 Kls B K -/+ 5 3 3 0 Kls B K -/+ Kls B K -/+

7 1 2 -1 6 2 6 -4 Kls B K -/+ 6 0 3 -3 6 0 3 -3 7 1 4 -3 1 0 3 -3 7 4 8 -4 7 3 7 -4

5 1 3 -2 5 0 3 -3 7 2 4 -2 5 1 3 -2 7 0 3 -3 6 0 3 -3 6 0 4 -4 6 4 8 -4

6 0 3 -3 7 0 15 -15 6 1 2 -1 7 0 8 -8 6 0 0 0 5 0 3 -3 5 1 3 -2 5 2 3 -1

7 1 2 -1 6 0 0 0 5 1 2 -1 6 0 0 0 5 0 1 -1 7 0 2 -2 7 0 5 -5 7 0 9 -9

7 1 5 -4 5 0 9 -9 7 0 11 -11 5 0 4 -4 6 0 0 0 Kls B K -/+ 6 0 0 0 6 0 0 0

6 0 0 0 6 0 0 0 5 0 4 -4 8 3 3 0 5 0 6 -6 5 0 0 0

5 0 3 -3 5 0 7 -7 6 0 2 -2 3 0 1 -1

Kls B K -/+

7 4 5 -1

6 1 1 0

5 1 1 0

Kls B K -/+

7 1 2 -1

7 0 6 -6

6 0 0 0

5 0 59 -59

Penyusun Materi 
Hukum

Pengelola 
Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Jabatan Pelaksana

Penata Layanan 
Operasional

Penata 
Keprotokolan

Jabatan Pelaksana

Jabatan

Kepala Sub Bagian Protokol dan 
Komunikasi Pimpinan (Kelas 9)

Pengadministrasi 
Perkantoran

Jabatan

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Pengelola Data 
dan Informasi

Penata Layanan 
Operasional

Jabatan Fungsional

Operator Layanan 
Operasional

Jabatan Pelaksana

Operator Layanan 
Operasional

JF Arsiparis 
Terampil

Penata Layanan 
Operasional

Pengelola Data 
dan Informasi

Pengelola 
Umum 

Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Operator 
Layanan 
Operasional

JF Arsiparis 
Pertama

Operator 
Layanan 

Operasional

Operator 
Layanan 

Operasional

Penata 
Layanan 

Operasional

Penata 
Layanan 

Operasional
Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola 
Layanan 
Operasional

Jabatan
Pengelola 
Layanan 

Operasional

Pengelola 
Layanan 

Operasional

Penata Kelola 
Pemerintahan

Pengelola Layanan 
Operasional

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengelola Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola 
Data dan 
Informasi

Pengelola 
Data dan 
Informasi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Pimpinan Sekretariat Daerah, Staf Ahli 

dan Kepegawaian (Kelas 9)

Pengadminist
rasi 

Perkantoran

Pengadministr
asi 

Perkantoran

Penata Kelola 
Sistem dan 
Teknologi Informasi

Pengelola Data dan 
Informasi

Jabatan
Pengelola Data 
dan Informasi

Pengelola Data dan 
Informasi

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Pengelola Umum 
Operasional

Penelaah 
Teknis 

Kebijakan

Penelaah 
Teknis 

Kebijakan

Pengolah Data dan 
Informasi

Penata Layanan 
Operasional

Dokumentalis 
Hukum

Penata Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasi 
Perkantoran

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Jabatan Pelaksana
Penelaah Teknis 
Kebijakan

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Jabatan
Operator Layanan 
Operasional

Jabatan Jabatan

Perancang 
Peraturan 

Perundang-
Undangan Pertama

Jabatan Jabatan Jabatan Pelaksana

Jabatan Jabatan

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Perancang 
Peraturan 

Perundang-
Undangan Muda

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana
Operator Layanan 
Operasional

Perencana 
Pertama

Analis 
Keuangan 
Pusat dan 

Daerah Muda

Analis Kebijakan 
Pertama

Analis Kebijakan 
Pertama

Perancang 
Peraturan 

Perundang-
Undangan Madya

Analis Kebijakan 
Pertama

Analis Kebijakan 
Pertama

JF Pengelola 
Pengadaan 

Barang & Jasa 
Madya

Pengolah Data 
dan Informasi

Analis 
Kebijakan 
Pertama

Perencana 
Pertama

Pengolah Data 
dan Informasi

Analis 
Kebijakan 
Madya

Perencana 
Madya

Analis Kebijakan 
Muda 

Analis Kebijakan 
Muda 

Analis Hukum Ahli 
Muda

Analis Kebijakan 
Muda 

Analis Kebijakan 
Muda 

JF Pengelola 
Pengadaan 

Barang & Jasa 
Muda

Pengolah Data 
dan Informasi

Analis Kebijakan 
Madya

Analis Kebijakan 
Madya

Penyuluh Hukum 
Muda

Analis Kebijakan 
Madya

Analis Kebijakan 
Madya

JF Pengelola 
Pengadaan 

Barang & Jasa 
Pertama

Analis 
Kebijakan 
Muda 

Perencana 
Muda

Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Fungsional Jabatan Jabatan Jabatan

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang 

dan Jasa (Kelas 9)
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan 

Perlengkapan (Kelas 9)
Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Kepala Bagian Umum dan Protokol Kepala Bagian Organisasi
Kepala Bagian Keuangan dan 

Perencanaan 

( Kelas 12 ) ( Kelas 12 ) ( Kelas 12 ) ( Kelas 12 ) ( Kelas 12 ) ( Kelas 12 ) ( Kelas 12 )

Kepala Bagian Pemerintahan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kepala Bagian Hukum
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam 
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa

( Kelas 12 ) ( Kelas 12 )

( Kelas 14 ) ( Kelas 14 ) ( Kelas 14 )

Staf Ahli Bidang Pemerintahan
Staf Ahli Bidang Ekonomi  dan 

Pembangunan
Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan

( Kelas 13 ) ( Kelas 13 ) ( Kelas 13 )

BUPATI 
WAKIL BUPATI

Sekretaris Daerah
(Kelas 15 )

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum

B. PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG 

 
     1. PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH 
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     2. PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Kls B K -/+ Kls B K -/+
Kls B K -/+

9 1 5 -4

6 0 2 -2 8 0 6 -6

7 3 3 0 9 0 2 -2 Kls B K -/+

6 1 3 -2 8 0 5 -5 7 1 1 0

6 5 5 0 7 0 8 -8 7 1 1 0

5 1 3 -2 9 0 1 -1 6 1 1 0

5 1 3 -2 6 7 7 0

Kls B K -/+

7 1 1 0 5 2 3 -1

Kls B K -/+

7 0 1 -1 7 4 4 0

6 0 2 -2

5 0 2 -2 6 1 1 0 Kls B K -/+

40 1 0 6 12 12 0 8 0 1 -1

5 1 2 -1

Catatan : 6 0 Kls B K -/+

Jabatan Pelaksana PPPK 0 7 1 1 0

Jabatan Pelaksana PNS 6 1 -1 7 1 1 0

5 1 2 -1 6 2 2 0

6 6 6 0

Pengadministrasi Perkantoran  Pengolah Data dan Informasi 

 Pengelola Umum Operasional 

 Pengolah Data dan Informasi  Penelaah Teknis Kebijakan 

 Pengelola Umum Operasional  Pengelola Umum Operasional  Fungsional Perencana Ahli Pertama 

 Pengadministrasi Perkantoran Jabatan Pelaksana

 Pengelola Layanan Operasional 

0

Jabatan

 Pengelolaan Umum Operasional 
 Penata Keloka Sistem dan Teknologi 
Informasi 

1 0
(Kelas 9)

Jabatan Fungsional

  Pengadministrasi Perkantoran  Pengelola Layanan Operasional Jabatan

Sub Bagian Program dan Anggaran Dokumentalis Hukum

 Pengelola Umum Operasional 6 4 4 0  Pengolah Data dan Informasi 6 1

 Penata Keprotokoleran  Penata Layanan Operasional 

 Penata Layanan Operasional 7 3 3 0

 Pengadministrasi Perkantoran 5 2 3 -1Jabatan
(Kelas 9)  Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

5 0 3 -3
Jabatan

Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Protokoler  Penata Kelola Hukum dan Perundang-
undangan

 Pengadministrasi Perkantoran 

 Pengadministrasi Perkantoran Perancang Peraturan Perundang-
Undangan 

 Pengolah Data dan Informasi 

 Pengadministrasi Perkantoran
Jabatan Pelaksana

 Pengelola Umum Operasional 

 Pengadministrasi Perkantoran 

 Pengolah Data dan Informasi Asisten Perisalah Legislatif Mahir  Penelaah Teknis Kebijakan 

 Pengelola Umum Operasional Asisten Perisalah Legislatif Penyelia  Penata Layanan Operasional 

Jabatan Pelaksana
 JF Arsiparis Terampil Perisalah Legislatif Ahli Pertama

 Penata Layanan Operasional Asisten Perisalah Legislatif Terampil Jabatan

9 0 1 -1

 JF Arsiparis Pertama 8 0 2 -2 Perisalah Legislatif Ahli Muda

(Kelas 9) Jabatan Jabatan
Jabatan Perisalah Legislatif Ahli Madya 11 0 3 -3  Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

(Kelas 12) (Kelas 12) (Kelas 12)

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Sekretaris DPRD

(Kelas 14)

Bagian Umum Bagian Persidangan dan Risalah Bagian Perencanaan dan Keuangan
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KLS B K +/- KLS B K +/-

7 3 7 -4 7 4 6 -2

6 1 4 -3 6 0 8 -8

5 5 0 5 5 0

1 1 0 2 2 0

2 2 0

2 2 0

Kelas B K -/+

0 1 -1

9 8 1

JF Fungsional Auditor Muda 10 24 -14

JF Fungsional Auditor Pertama 1 48 -47

0 11 -11

0 1 -1

1 5 -4

1 14 -13

0 21 -21

JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah Madya

JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah Muda

JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah Pertama

JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah Utama

Inspektur Pembantu Bidang 
InvestigasiJabatan 

JF Fungsional Auditor Utama
Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

JF Fungsional Auditor Madya

JF Fungsional Auditor Pelaksana 
Lanjutan

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Umum Operasional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Inspektur Pembantu  I Inspektur Pembantu  II Inspektur Pembantu  III

Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional

Inspektur Daerah

Kelas (14)

Sekretaris Inspektorat Daerah

Kelas (12)

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Perencanaan 
dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Analisis, Evauasi, Tindak Lanjut

Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

Kelas (9) Kelas (9)

JABATAN JABATAN

     3. PETA JABATAN INSPEKTORAT DAERAH 
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B K -/+ B K -/+ B K -/+

2 2 0 0 1 -1 1 1 0

0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1

0 1 -1 0 3 -3 0 1 -1

1 1 0 0 1 -1 0 4 -4

0 3 -3 1 1 0

0 2 -2 0 3 -3

0 3 -3

B K -/+ B K -/+ B K -/+ B K -/+ B K -/+

1 1 0 2 2 0 5 5 0 2 2 0 1 1 0

0 1 -1 6 6 0 0 7 -7 0 3 -3 0 2 -1

0 1 -1 0 5 -5 0 5 -5 0 2 -2 0 0 -1

0 1 -1

B K -/+ B K -/+ B K -/+ B K -/+ B K -/+

0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 -1 1 2 -1

0 1 -1 0 1 -1 0 0 0 0 2 -2 0 1 -1

0 1 -1 0 6 -6 0 3 -3 0 2 -2 0 2 -2

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kepala Badan

Kelas (14)

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Kelas Jabatan Kelas Jabatan Kelas

Pengolah Data dan Informasi 6 Perencana Ahli Madya 11 Penelaah Teknis Kebijakan 
(Bendahara) 7

Pengadministrasi Perkantoran 5 Penelaah Teknis Kebijakan

9 Pengolah Data dan Informasi 6

Penelaah Teknis Kebijakan 7

Analis Arsiparis Pertama 5 Perencana Ahli Muda

7 Penata Layanan Operasional 7

Operator Layanan Operasional 5 Penata Layanan Operasional 5

Perencana Ahli Pertama 8 Operator Layanan Operasional 5

 Kepala Bidang Anggaran  Kepala Bidang Pendapatan   Kepala Bidang Perbendaharaan  Kepala Bidang Aset Daerah  Kepala Bidang Akuntansi 

Penata Layanan Operasional 7 Operator Layanan Operasional 7

Penata Layanan Operasional 7

 Analis Keuangan Pusat Dan Daerah  Analis Keuangan Pusat Dan Daerah  Analis Keuangan Pusat Dan Daerah  Penilai Pemerintah  Analis Keuangan Pusat Dan Daerah 

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

 Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran  Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan  Kepala Sub Bidang Pendanaan Kegiatan SKPD  Kepala Sub Bidang Penatausahaan BMD  Kepala Sub Bidang Analisa Transaksi 

Jabatan Kelas Jabatan KelasJabatan Kelas Jabatan Kelas Jabatan Kelas

Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengola Data dan Informasi 6

Operator Layanan Operasional 5 Operator Layanan Operasional 5Operator Layanan Operasional 5 Pengola Data dan Informasi 6 Operator Layanan Operasional 5

Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7

Penata Layanan Operasional 7

Penata Layanan Operasional 7 Operator Layanan Operasional 5 Penata Layanan Operasional 7

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

  Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi  Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi   KepalaSub Bidang Pengelolaan Gaji dan Tunjangan  Kepala Sub Bidang Mutasi dan Penghapusan BMD  Kepala Sub Bidang Penyusun Laporan Berkala 

Jabatan Kelas Jabatan KelasJabatan Kelas Jabatan Kelas Jabatan Kelas

Pengola Data dan Informasi 6 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan 7

Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7

Operator Layanan Operasional 5 Operator Layanan Operasional 5 Operator Layanan Operasional 5

Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7

Operator Layanan Operasional 5 Operator Layanan Operasional 5

     3. PETA JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 
     4. PETA JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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KELAS B K +/- KELAS B K +/-
9 0 1 -1

KELAS B K +/-
7 1 3 -2
6 1 1 0

KELAS B K +/- KELAS B K +/-
7 0 1 -1
5 0 1 -1

KELAS B K +/-

7 0 4 -4

5 0 3 -3

5 1 1 0

4 0 1 -1

KELAS B K +/- KELAS B K +/- KELAS B K +/-

9 0 3 -3 KELAS B K +/-

KELAS B K +/-

KELAS B K +/- KELAS B K +/-

6 0 2 -2

6 0 2 -2

KELAS B K +/- KELAS B K +/-

7 1 6 -5 KELAS B K +/- 7 0 4 -4

6 1 1 0 7 1 6 -5 5 0 1 -1

5 0 2 -2 5 0 1 -1

PENGELOLA LAYANAN 
OPERASIONAL

PENATA LAYANAN 
OPERASIONAL OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

OPERATOR LAYANAN 
OPERASIONAL

OPERATOR LAYANAN 
OPERASIONAL

PENGOLAH DATA DAN 
INFORMASI

PENGOLAH DATA DAN 
INFORMASI

JABATAN PPPK JABATAN PPPK
PENATA LAYANAN 
OPERASIONAL

JABATAN PPPK PENATA LAYANAN OPERASIONAL

0 PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

PENATA KELOLA SISTEM DAN 
TEKNOLOGI INFORMASI

7 0 1 -1

PENELITI AHLI MADYA 12 0 6 0 2 -21 -1
PENATA KELOLA SISTEM 
DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI

7 1 1

PERENCANA AHLI MADYA 12 0 2 -2
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 7 4 -13 -1 PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 32

JABATAN PELAKSANA
ARSIPARIS AHLI MADYA 11 0 1 -1

-3 PENELITI AHLI MUDA 8PERENCANA AHLI PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI 
PERTAMA

9 0 3

JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 7 3 3 0

2 2 0 PENELITI AHLI MUDA

0 4 -4

JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

PERENCANA AHLI MUDA 10 2 2 0 9 3 3 0PERENCANA AHLI MUDA 10

Kelas 11 Kelas 11 Kelas 11

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, PEREKONOMIAN 
DAN INFRASTRUKTUR

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JABATAN PPPK
PENATA LAYANAN 

OPERASIONAL
OPERATOR LAYANAN 

OPERASIONAL
PENGADMINISTRASI 

PERKANTORAN
PENGELOLA UMUM 

OPERASIONAL

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

JABATAN JABATAN PPPK
PENGOLAH DATA DAN 
INFORMASI

6 2 2 0 PENATA LAYANAN OPERASIONAL
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

ARSIPARIS AHLI PERTAMA 8 0 2 -2 JABATAN 
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

ARSIPARIS MAHIR 7 2 1 -1

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

ARSIPARIS AHLI MUDA 9 0 2 -2 PERENCANA AHLI PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

Kelas 14

SEKRETARIS

Kelas 12

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN, DAN KEUANGAN
Kelas 9 Kelas 9

     5. PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

8 3 3 0 12 0 1 -1

10 0 1 -1

Kelas B K -/+

Kelas B K -/+

7 0 1 -1 6 1 1 0

5 0 2 -2 7 0 1 -1

7 0 1 -1

5 0 2 -2

5 2 0 2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

12 12

10 10

8 2 3 -1 8 1 3 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 2 4 -2 6 1 1 0

6 2 2 0 7 5 5 0

7 0 1 -1 5 1 1 0

7 0 6 -6 7 0 4 -4

5 0 2 -2 5 0 1 -1

7 2 0 2 7 1 0 1

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Jabatan Jabatan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Kelas (14)

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia

Kelas (12)

-1
Pengolah Data dan Informasi 6 0 4 -4

Jabatan Pelaksana

Arsiparis Pertama Perencana Ahli Madya

Jabatan Pelaksana Perencana Ahli Muda

Jabatan Perencana Ahli Pertama

Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3 Jabatan

8 0 1

 Kepala Bidang Kepegawaian Bidang Pengembangan SDM Aparatur

7 1 1 0

Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi

Pengelolah Umum Operasional 1 0 2 -2 Penelaah Teknis Kebijakan

Kelas (11) Kelas (11)

 Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Jabatan Jabatan

Operator Layanan Operasional Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran

 Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi

Analis Sumber Daya Manusia 
Aparatur Ahli Madya

Analis Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Ahli Madya

Analis Sumber Daya Manusia 
Aparatur Ahli Muda

Analis Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Ahli Muda

Analis Sumber Daya Manusia 
Aparatur Ahli Pertama

Analis Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Ahli Pertama

Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional Analisis Pengembangan 
Kompetensi

Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi  Informasi Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

     6. PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Jabatan Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+

Arsiparis Ahli muda 8 1 1 0 8 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Arsiparis Ahli Pertama 7 1 1 0 7 0 1 -1 Pengolah Data dan 
Informasi 6 1 1 0

Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi 7 1 3 -2 7 0 3 -3 Operator Layanan 

Operasional 5 0 2 -2

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 5 0 2 -2

Pengolah Data dan 
Informasi 6 2 2 0  

Pengelola Layanan  
Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional 5 0 2 -2

Pengadministrasi 
Perkantoran 5 0 1 -1

Pengelola Umum 
Operasional 1 0 1 -1

 

Analis Kebencanaan Ahli 
Madya 12 0 2 -2 Analis Kebencanaan Ahli 

Madya 12 0 2 -2 Analis Kebencanaan Ahli 
Madya 12 0 1 -1

Analis Kebencanaan Ahli 
Muda 9 2 2 0 Analis Kebencanaan Ahli 

Muda 9 0 2 -2 Analis Kebencanaan Ahli 
Muda 9 1 2 -1

Analis Kebencanaan Ahli 
Pertama 8 0 3 -3 Analis Kebencanaan Ahli 

Pertama 8 0 4 -4 Analis Kebencanaan Ahli 
Pertama 8 0 3 -3

Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 2 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 2 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 4 -4

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 Penata Layanan 

Operasional 7 0 9 -9 Penata Layanan 
Operasional 7 0 3 -3

Pengolah Data dan 
Informasi 6 1 1 0 Pengolah Data dan 

Informasi 6 2 2 0 Pengadministrasi 
Perkantoran 5 0 2 -2

Operator layanan 
Operasional 5 0 2 -2 Pengelola Layanan 

Operasional 6 0 1 -1 Operator Layanan 
Operasional 5 0 8 -8

Operator Layanan 
Operasional 5 0 21 -21

Kelas (12)

Kepala Pelaksana 
Kelas (14)

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan pelaporan  Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan

Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Pertama

Penelaah Teknis Kebijakan

Operator Layanan Operasional

 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ K -/+ Jabatan Fungsional

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Kelas B K -/+Jabatan Fungsional Kelas B

KelasJabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana B K -/+

     7. PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+

Kelas B K -/+ 7 1 1 0

8 0 2 -2

6 0 2 -2

5 0 1 -1

Kelas B K -/+

6 1 2 -1

5 1 1 0

Kelas B K -/+ B K -/+ Kelas B K -/+

 9  2  2  0  2  2  0  9  1  1  0 

Kelas B K -/+ B K -/+ Kelas B K -/+

7 1 3 -2 0 2 -2 7 0 3 -3Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis 
Kebijakan 7

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Jabatan Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan Pelaksana

 Jabatan  Jabatan Kelas  Jabatan  

 Analis Kebijakan Ahli Muda   Analis Kebijakan Ahli 
Muda   9  Analis Kebijakan Ahli 

Muda  

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Pengolah Data dan 
Informasi

Pengadministrasi 
Perkantoran

 Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama 

 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasyarakatan 

 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik 

1 0
JF ARSIPARIS TERAMPIL

Jabatan Pelaksana Pengadministrasi 
Perkantoran

Jabatan

JF ARSIPARIS PERTAMA

Pengolah Data dan 
Informasi 6 1

Jabatan Penelaah Teknis Kebijakan

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kelas (14)

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kelas (12)

JABATAN FUNGSIONAL Jabatan

     8. PETA JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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JABATAN FUNGSIONAL KLS B K +/-

JF Perencanaan Ahli Madya 11 0 1 -1
JF Perencanaan Ahli Muda 9 0 1 -1
JF Perencanaan Ahli Pertama 8 0 2 -2

KLS B K +/- KLS B K +/-
-

4 Pengolah data dan informasi 6 0 4 -4
1

Penata Layanan Operasional 7 0 1 1
KLS B K +/-

5 0 7 7
6 0 2 2
7 0 4 4

Kepala Bidang  Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan KLS B K +/- KLs B K +/-
Dokter Ahli Madya 12 5 6 -1 Asisten Apoteker Mahir 7 2 3 -1

JABATAN FUNGSIONAL KLS B K +/- JABATAN FUNGSIONAL KLS B K +/- JABATAN FUNGSIONAL KLS B K +/- Dokter Ahli Muda 10 8 11 -3 Asisten Apoteker Terampil 6 2 10 -8

JF Administrator Kesehatan 9 1 2 -1 JF Epidemilog Kesehatan 9 3 3 0 JF Administrator Kesehatan 9 1 2 -1 Dokter Ahli Pertama 8 5 16 -11 Asisten Apoteker Penyelia 8 7 15 -8

JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat 9 1 1 0 JF Apoteker 9 1 2 -1 Dokter Gigi Ahli Madya 12 5 11 -6 Asiten Apoteker Madya 11 0 3 -3

JF Sanitarian 9 1 1 0 Dokter Gigi Ahli Muda 10 3 9 -6

KLS B K +/- KLS B K +/- Jabatan KLS B K +/- Dokter Gigi Ahli Pertama 8 6 8 -2

Apoteker Pertama 9 5 16 -11 Administrator Kesehatan Pertama 8 5 19 -14

Apoteker Muda 9 4 7 -3 Administrator Kesehatan Muda 9 4 5 -1

Apoteker Madya 11 2 7 -5 Administrator Kesehatan Madya 11 0 3 -3

Perawat Terampil 6 20 43 -23

Perawat Mahir 7 2 9 -7
Perawat Penyelia 8 8 13 -5 Pranata Lab Kesehatan Terampil 6 5 7 -2

Operator Layanan Operasional 5 0 2 2 Analis Teknik Kebijakan 7 0 1 -1 Pengelola  Layanan Operasional 6 0 2 2 Perawat Pertama 8 34 45 -11 Pranata Lab Kesehatan Pertama 8 1 2 -1
Pengelola Layanan Operasional 6 0 3 3 pengelola Layanan Operasional 6 0 2 2 Penata Layanan Operasional 7 0 4 4 Perawat Muda 9 10 16 -6 Pranata Lab Kesehatan Mahir 7 2 3 -1
Penata Layanan Operasional 7 0 1 1 Penata Layanan Operasional 7 0 10 10

Rekam Medik Pertama 8 3 5 -2

Bidan terampil
6 20 30 -10

Rekam Medik Terampil
6 2 9 -7

Bidan Mahir 7 18 28 -10 Rekam Medik Penyelia 6 6 6 0

Bidan Penyelia 8 7 14 -7 Sanitarian Madya 11 3 6 -3

Bidan Pertama 8 28 35 -7 Sanitarian Terampil 6 5 7 -2

Bidan Muda 9 30 26 4 Sanitarian Mahir 7 7 16 -9

KelasB K -/+ 1 Kelas B K -/+ Bidan Madya 11 18 24 -6 Sanitarian Penyelia 8 1 5 -4
Perawat Gigi Terampil 6 2 7 -5 Sanitarian Pertama 8 10 17 -7
Perawat Gigi Mahir 7 2 3 -1 Sanitarian Muda 9 5 7 -2
Perawat Gigi Penyelia 8 3 6 -3 Nutrisionis / Gizi Terampil 6 0 2 -2

1 Perawat Gigi Muda 9 4 7 -3 Nutrisionis / Gizi Penyelia 8 5 8 -3
Epidemiologoi Terampil 6 0 1 -1 Nutrisionis / Gizi Muda 9 5 9 -4

Epidemiologi Pertama 8 3 8 -5 Nutrisionis / Gizi Madya 11 4 8 -4

Epidemiologi Muda 9 0 2 -2 Nutrisionis / Gizi Pertama 8 13 17 -4

Epidemiologi Madya 11 1 3 -2 Tekik Elelktromedik muda 9 1 2 -1

Penyuluh Kes Masyarakat Terampil 6 0 2 -2 Promosi Kesehatan Pertama 8 8 9 -1

Penyuluh Kes Masyarakat Mahir 7 0 2 -2 Terapis Gigi dan Mulut Pertama 8 7 9 -2

Penyuluh Kes Masyarakat Penyelia 8 1 3 -2 Terapis Gigi dan Mulut Terampil 6 2 3 -1
Penyuluh Kes Masyarakat Pertama 8 10 15 -5 Promosi Kesehatan Terampil 6 2 3 -1
Penyuluh Kes Masyarakat Muda 9 4 8 -4 Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama 8 0 1 -1
Penyuluh Kes Masyarakat Madya 11 3 5 -2 Rekam Medik Penyelia 6 2 0 2

Rekam Medik Pertama

Kepala Dinas Kesehatan 1. Mempersiapkan kebijakan di bidang kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 

Sekretaris Dinas 4. Pelaksanaanadministrasi dinas sesuai lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Pengolah Data dan Informasi 6

: Es.IV : Pengadministrasi Perkantoran 5 1

51 ORANG TERDIRI DARI Jabatan Jabatan Fungsional
Es.I : Es.III : JABATAN 

FUNGSIONAL
JF ARSIPARIS PERTAMA

Es.II

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum

8 0 2 -2

-2

0
2 1 JF ARSIPARIS TERAMPIL 6 0

2 5

Kepala Bidang Kesehatan  Masyarakat  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Jabatan Jabatan

2

3
Operator Layanan Operasional 

Jabatan Pelaksana
Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 3 0

JABATAN 
PELAKSANA

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1

Pengelola Layanan Operasional 
Penata Layanan Operasional 

Jabatan Jabatan

0 3 -31 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7

Pengolah Data dan Informasi 6

7 0Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 4 -4 Penelaah Teknis Kebijakan

3 -3

Pengelola Layanan Kesehatan 6 0 3 -3 Pengelola Layanan Kesehatan 6 0

0 2 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 0

-30 3

Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2

Kepala UPT Pusat Layanan Gizi 
Terpadu

Kepala UPT Layanan Online Tanggap 
Darurat Medis

Kelas (9) Kelas (9)

2 -2 Pengelola Layanan Kesehatan 6

Kepala Tata Usaha 8 1 1 0

0

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan

0

Jabatan

Kepala Tata Usaha 8 1 1 0

     9. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+

Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ 11 0 1 -1

6 3 3 0
Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 2 2 0
Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1 Perencana Ahli Muda 9 0 1 -1

5 0 1 -1
Pengolah Data dan 
Informasi

6 1 2 -1
Pengolah Data dan 
Informasi

6 0 1 -1 8 0 1 -1

7 0 1 -1
Penata Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

7 0 3 -3
Penata Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

7 0 2 -2

5 0 1 -1
Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

5 0 1 -1
Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

5 0 1 -1

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B

Teknik Pengairan Ahli 
Muda

9 3 3 0
Teknik Tata Bangunan Dan 
Perumahan  Ahli Muda

9 3 3 0 9 2 3 -1 9 2 3 -1 9 3

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B

Operator Pengelolaan 
Sumber Daya Air

6 1 5 -4
Pengelola layanan 
Operasional

6 0 2 -2 6 8 10 -2 6 1 1 0 7 0 2 -2

Pengamat Operasi dan 
Pemeliharaan  Sumber 
Daya Air

7 0 2 -2
Pengolah Data dan 
Informasi

6 1 2 -1 7 0 2 -2 7 1 3 -2 6 1 2 -1

Pengelola Layanan 
Operasional

6 1 2 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 7 0 1 -1 7 1 2 -1 7 0 1 -1

Pengadministrasi 
Perkantoran

5 1 1 0
Operator Layanan 
Operasional

5 0 2 -2 5 1 1 0 6 0 1 -1 5 0 1 -1

Penata Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

7 0 8 -8
Penata Layanan 
Operasional

7 1 2 -1 7 0 5 -5 7 0 2 -2 7 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

5 0 49 -49
Pengadministrasi 
Perkantoran

5 1 1 0 6 0 1 -1 5 0 2 -2 5 0 1 -1

Pengelola Umum 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

3 0 7 -7
Pengadministrasi 
Perkantoran ( P3K )

5 1 1 0 5 0 8 -8

Penata Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

7 0 6 -6

Pengelola Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

6 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

5 0 1 -1

B K -/+

0 1 -1

1 1 0

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang

Kelas (12)

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan 
Informasi

Jabatan Fungsional

1 0

Jabatan Pelaksana Perencana Ahli Madya

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Pengolah Data dan 
Informasi
Pengadministrasi 
Perkantoran

Perencana Ahli Pertama

Penata Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)
Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

Arsiparis Ahli Pertama 8 1

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Kepala Bidang Sumber Daya Air Kepala Bidang Cipta Karya Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Kepala Bidang Penataan Ruang Kepala Bidang Bina Konstruksi

K -/+

Pengelola Layanan 
Operasional

Penata Laksana Agraria dan 
Tata Ruang

Penelaah Teknis Kebijakan

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional K -/+

Teknik Jalan Dan Jembatan 
Ahli Muda

Penata Ruang Ahli Muda
Pembina Jasa Konstruksi Ahli 
Muda

3 0

Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Pengelola Layanan Operasional

Penata Kelola Leger Jalan Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Pengelola Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

Operator Layanan Operasional 
(P3K Paruh Waktu)

Operator Layanan 
Operasional (P3K Paruh 
Waktu)

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional 
(P3K Paruh Waktu)

Penata Layanan Operasional 
(P3K Paruh Waktu)

Penata Layanan Operasional 
(P3K Paruh Waktu)

Kelas (9)

Kepala UPT Pengolahan Air Limbah Domestik

Jabatan Pelaksana Kelas

Penelaah Teknis Kebijakan 7

Pengadministrasi 
Perkantoran

5

     10. PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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B K -/+ Kelas B K -/+

0 1 -1 8 0 1 -1

7 0 1 -1 7 1 1 0

0 1 -1 7 2 2 0

5 0 1 -1 6 1 2 -1

7 0 0 0 7 0 1 -1

5 0 3 -3

 

Kelas B K -/+ B K -/+  Kelas B K -/+

10 2 3 -1 2 3 -1 10 2 2 0

Kelas B K -/+ B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 1 -1 7 0 2 -2 6 1 1 0

6 0 1 -1 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 2 -2 7 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional  (PW) 7 0 1 -1

5 0 5 -5 0 3 -3 Operator Layanan 
Operasional (PW) 5 0 3 -3

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan

Kelas (12)

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan

Kelas (14)

Kelas Jabatan

Kelas (9) Kelas (9)

6Pengolah Data dan Informasi

Pengolah  Data dan Informasi

Penelaah Teknis Kebijakan 
(Bendahara)

Perencana Ahli  Pertama         Penata Kelola Sistem

Penata Layanan Operasional

Jabatan

Penata Layanan Operasional 
(PW)

7

Penata Kelola Sistem

Penata Layanan 
Operasional (PW)

Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

6

5

Pengolah Data dan Informasi

Operator Layanan 
Operasional (PW)

Pengolah Data dan Informasi

Operator Layanan Operasional 
(PW)

Penata Layanan Operasional 
(PW)

0 2 -2

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

 Jabatan Fungsional  Jabatan Fungsional 

Teknik Tata Bangunan dan 
Perumahan Ahli Muda

 Teknik Tata Bangunan dan 
Perumahan Ahli Muda 

Operator layanan Operasional 
(PW) 5

      Kelas (11)

Operator Layanan 
Operasional (PW)

Pengolah Data dan Informasi 

 Kepala Bidang Perumahan  Kepala Bidang Kawasan Permukiman  

Kelas (11) Kelas (11)

Pengadministrasian Perkantoran

Penata Layanan Operasional 
(PW)

Pengadministrasian Perkantoran

Kelas Jabatan Pelaksana

Kelas  Jabatan Fungsional 

10  Penata Ruang Ahli Muda 

 Kepala Bidang Pertanahan 

     11. PETA JABATAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

8 1 1 0 11 0 1 -1

8 2 2 0 9 0 1 -1

Kelas B K -/+ 8 0 2 -2

6 0 2 -2 Kelas B K -/+

5 1 1 0 7 1 1 0

5 1 1 0

5 0 4 -4

5 0 3 -3

1 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 0 0 0
9 2 2 0 9 2 3 -1

9 2 2 0 8 1 1 0 Kelas B K -/+

8 1 1 0 8 1 1 0 7 1 3 -2

8 1 1 0 Kelas B K -/+ 6 0 2 -2

Kelas B K -/+ 7 0 1 -1 5 1 1 0

7 0 1 -1 7 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 3 -3 6 0 1 -1 5 0 2 -2

6 0 4 -4 6 0 1 -1

5 2 2 0 5 0 3 -3

5 0 12 -12 5 0 29 -29

5 0 31 -31 5 0 24 -24

Sekretaris Dinas Sosial

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Dinas 

Kelas (14)

Jabatan Pelaksana Perencana Ahli Pertama

Pengolah Data dan 
Informasi Jabatan Pelaksana

Pengadministrasi 
Perkantoran

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Arsiparis Ahli Pertama Perencana Ahli Madya

Pekerja Sosial Ahli 
Pertama Perencana Ahli Muda

Operator Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Umum 
Operasional

 Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial  Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Penyuluh Sosial Muda

Jabatan Pelaksana Pengolah Data dan Informasi

Jabatan Pelaksana Penata Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran

Pekerja Sosial Muda Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

Pekerja Sosial Muda Pekerja Sosial Pertama Jabatan Pelaksana

Penyuluh Sosial Pertama
Penyuluh Sosial Pertama Penelaah Teknis Kebijakan

Pekerja Sosial Pertama

Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional Penelaah Teknis Kebijakan Penata Layanan Operasional

Penelaah Teknis Kebijakan Pengelola Layanan 
Operasional Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional

     12. PETA JABATAN DINAS SOSIAL 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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B K -/+ Kelas B K -/+

0 2 -2 9 0 1 -1

0 2 -2 8 0 1 -1

B K -/+

0 7 -7 7 0 3 -3

2 4 -2 6 1 2 -1

0 2 -2 5 0 1 -1

0 1 -1 5 0 1 -1

Kelas B K -/+ B K -/+ B K -/+

12 1 2 -1 0 1 -1 0 2 -2

9 0 3 -3 1 2 -1 4 5 -1

8 0 3 -3 1 2 -1 0 6 -6

Kelas B K -/+ B K -/+ B K -/+

7 0 5 -5 0 1 -1 0 2 -2

6 0 1 -1 0 1 -1 7 0 5 -5

7 0 5 -5 0 1 -1 7 0 8 -8

6 0 1 -1 0 1 -1

5 0 1 -1 0 2 -2

B K -/+

0 2 -2

0 1 -1

0 2 -2
Pengelola Umum 

Operasional 5

Penata Layanan 
Operasional 7

Operator Layanan 
Operasional 6

 KepalaSub Tata Usaha 

Kelas (8)

Jabatan Kelas

 Kepala UPTD & Rumah Kemasan 

Kelas (9)

Operator Layanan Operasional Operator Layanan 
Operasional

5

Penata Layanan Operasional Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi 7 Penata Layanan Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional Penata Layanan Operasional 7

Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi 6 Pengolah Data dan Informasi 6

Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan

Mediator  Hubungan Industrial Ahli 
Pertama

 Penyuluh Perindustrian ahli 
Pertama 8  Pengantar Kerja Ahli Pertama 8

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan Pelaksana Kelas

Mediator  Hubungan Industrial Ahli 
Madya

 Penyuluh Perindustrian ahli 
Madya 12  Pengantar Kerja Ahli Madya 12

Mediator  Hubungan Industrial Ahli 
Muda  Penyuluh Perindustrian ahli Muda 9  Pengantar Kerja Ahli Muda 9

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

 Jabatan Fungsional  Jabatan Fungsional Kelas  Jabatan Fungsional  Kelas 

 Kepala Bidang hubungan Industrial (HI) dan Syarat 
Kerja  Kepala Bidang Perindustrian   Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja  Perluasan 

Kesempatan Kerja dan Produktivitas 

Pengelola Layanan  Operasional 5 0 1 -1

Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi

7 Pengelola Layanan  
Operasional

Penata Layanan  Operasional 7 Operator  Layanan  
Operasional

Jabatan Pelaksana Kelas

Pengadministrasi Perkantoran 5 Penata Layanan  Operasional

Pengolah Data dan Informasi 6 Pengolah Data dan Informasi

Arsiparis Ahli Pertama 8 Perencana Ahli Pertama

Peelaah Teknis Kebijakan 7

9 Perencana Ahli Muda

2 5 -3

Arsiparis Ahli Muda

Jabatan Fungsional Kelas Jabatan

Kelas (9) Kelas (9)

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

     13. PETA JABATAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B -/+ B K /+

8 1 2 -1 7 0 1 -1 0 1 -1

6 0 2 -2 11 0 1 -1 7 0 2 -2

6 2 2 0 9 0 -1 1 2 -1

5 0 2 -2 8 0 1 -1

1 0 3 -3 6 0 -2

B K -/+
Kelas B K -/+ Kelas       2        3 -1 Kelas B -/+ Kelas B K -/+

11 0 1 -1       11 0 1 -1 9 1 0 9 1 1 0

9 0 1 -1 9 1 1 0 7 0 -2 6 0 2 -2

9 1 1 0 8 0 1 -1 6 0 3 -3 7 0 2 -2

7 0 3 -3 6 0 3 -3 5 0 1 -1 5 0 2 -2

5 0 3 -3 7 0 3 -3

6 0 4 -4 5 0 3 -3

Operator Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Pengelolah Layanan 
Operasional

Operator layanan 
operasional

Administrator 
Database

Analis Kebijakan Ahli 
Pertama 

Pengelola Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Pengelolah Layanan 
Umum

Operator Layanan 
Operasional

Operator 
Layanan 

Operasional

Analis Kebijakan 
Ahli Madya

 Analis Kebijakan 
Ahli Madya  

Pranata Komputer 
Ahli Muda 1 Administrator 

Database

Analis Kebijakan Ahli 
Muda 

Analis Kebijakan Ahli 
Muda

Penata Layanan 
Operasional 2

Pengelola 
Layanan 

Operasional

 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan 
Inovasi Pelayanan 

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Jabatan Jabatan K Jabatan 

 Kepala Bidang  Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil  Kepala Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

7

Operator Layanan 
Operasional JF.Perencanaan

Pengelola umum 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional 2

JF Arsiparis Terampil JF.Perencanaan
Penata 

Layanan 
Opeasional

Pengolah Data dan 
Informasi JF Perencana 1

Penelaah 
teknis 

kebijakan

JF Arsiparis Ahli Pertama Penelaah Teknik 
Kebijakan

Operator 
layanan 

operasional
5

Jabatan Jabatan K Jabatan Kelas

 Kepala Sub Bagian Perencanaan  Kepala Sub Bagian  Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kelas (14)

 Sekretaris

     14. PETA JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 0 1 -1 8 2 2 0

9 0 1 -1 6 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 1 3 -2 7 1 1 0

6 1 4 -3 7 0 1 -1
7 0 1 -1 6 2 3 -1

5 0 2 -2 5 1 1 0

1 0 1 -1

7 0 1 -1

6 0 1 -1

5 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 0 3 -3 9 0 3 -3

9 2 3 -1 9 2 3 -1

9 0 2 -2 9 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
7 1 3 -2 7 1 3 -1

7 1 2 -1 6 1 2 -1

6 0 2 -2 5 1 2 -1
5 0 2 -2 7 0 32 -32
5 0 2 -2 6 0 2 -2

5 0 68 -68
1 0 2 -2

Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEPALA DINAS
KELAS (14)

SEKRETARIS
Kelas (12)

Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Perencana Ahli Pertama Jf Arsiparis Pertama

Perencana Ahli Muda JF Arsiparis Terampil

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Penelaah Teknis Kebijakan Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi

Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan
Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi

Operator Layanan Operasional Pengadministrasi Perkantoran

Pengelola Umum Operasional

Penata Layanan Operasional

Pengelola Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Penyuluhan dan 
Pergerakan

Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional
Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Pertama

Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Pertama

Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Muda

Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Muda

Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Madya

Penata Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Ahli Madya

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana
Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan
Penata Kelola Sistem dan Teknologi 
Informasi

Pengolah Data dan Informasi

Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran
Pengadministrasi Perkantoran Penata Layanan Operasional
Operator Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional
Pengelola Umum Operasional

     15. PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 1 2 -1 9 0 1 -1 7 0 2 -2

6 0 2 -2 10 0 1 -1 6 0 2 -2

Kelas B K -/+ 12 0 1 -1 7 0 3 -3

5 1 2 -1 6 0 3 -3 5 0 2 -2

6 0 2 -2 7 0 3 -3

7 0 2 -2 5 0 2 -2

5 0 1 -1

7 0 3 -3

5 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+
8 0 1 -1 8 0 1 -1 8 0 1 -1 8 0 1 -1

9 2 3 -1 9 2 3 -1 9 0 3 -3 9 2 3 -1

10 0 1 -1 10 0 1 -1 10 0 1 -1 10 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

6 1 2 -1 7 0 2 -2 7 1 2 -1 7 0 2 -2

7 0 1 -1 6 0 2 -2 6 0 2 -2 6 0 3 -3

6 0 2 -2 7 0 3 -3 6 0 2 -2 7 0 1 -1

7 0 3 -3 5 0 2 -2 7 0 4 -4 7 0 4 -4

5 0 2 -2 5 0 2 -2 5 0 2 -2

Kelas B K -/+

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Pekerja Sosial 8 0 2 -2

Pengadministrasi 
Perkantoran 5 0 1 -1 Konselor 8 0 1 -1

Pengemudi 5 0 1 -1 Psikolog Klinis 8 0 1 -1

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 Mediator 6 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional 5 0 2 -2

Kelas (9)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Jabatan Fungsional

Operator Layanan 
Operasional

Operator Layanan 

Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak

Kelas (9)

Penata Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional
Penata Kelola 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 

Penata Layanan Operasional Operator Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 

Pengela Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis 
Kebijakan

Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan 
Informasi

Pengelola Layanan 
Operasional

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Madya

Penyuluh Sosial Ahli Madya Penggerak Swadaya Masyarakat 
Ahli Madya

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Madya

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Pertama

Penyuluh Sosial Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat 
Ahli Pertama

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Pertama

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Muda

Penyuluh Sosial Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat 
Ahli Muda

Penggerak Swadaya 
Masyarakat Ahli Muda

 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

 Kepala Bidang Pemerintahan Desa   Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat  Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, 
Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 

Penata Kelola Sistem 
dan teknologi Informasi Operator Layanan Operasional

Pengelola Umum 
Operasional

Pengadministrasi 
Perkantoran Pengolah Data dan Informasi Operator Layanan 

Operasional
Pengolah Data dan 

Informasi Penata Layanan Operasional

JF ARSIPARIS 
TERAMPIL JF ANALIS PERENCANAAN MUDA Pengolah Data dan 

Informasi

Jabatan Pelaksana JF ANALIS PERENCANAAN 
MADYA

Penata Layanan 
Operasional

JF ARSIPARIS AHLI 
MUDA

JF ANALIS PERENCANAAN 
PERTAMA

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Dinas 

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, 
PPPPA

Jabatan Fungsional Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

     16. PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas +/- Kelas +/-

Kelas +/-

5 -2

5 -3 5 -3

7 -2 7 -2

Kelas +/- Kelas +/- Kelas +/-

Kelas +/- Kelas +/-

6 -5
7 -2
5 -2 7 0 -2

5 -20 7 -2

7 -2 5 -5

Kelas +/-

Kelas K +/-
Kelas B K +/-

6 -5 6 1 -1

5 -2 5 5 -5 7 0 -1

5 -30 7 1 -1 5 -1

7 -1 5 0 3

7 0 -1

Kelas +/- Kelas K +/-
Kelas +/-

6 -5 5 1 -1

5 -10 5 5 -5 7 1

5 0 -3

Kelas +/- Kelas +/-

6 -1 6 -2

5 -12 5 -2

7 -2 7 -2

5 -10 6 5Operator Layanan Operasional 0 10 Operator Layanan Operasional 0 5

2

Penata Layanan Operasional 0 2 Penata Layanan Operasional 0 2

Operator Layanan Operasional 0 13 Pengadministrasi Perkantoran 0

7 0 2 -2

Pengelola Layanan Operasional 1 1 Pengelola Layanan Operasional 2 4

Pengawas Transportasi Darat 7 0 1 -1 Penata Layanan Operasional 

Kelas 8 (gol ruang: III/b - pend.: S1) Kelas 8 (gol ruang: III/b - pend.: S1)

Jabatan B K Jabatan B K

Kepala UPT Terminal dan Perparkiran Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)

Subag Tata Usaha UPTD Terminal dan Per Parkiran Subag Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

0 1

Operator Layanan Operasional 3

Operator Layanan Operasional 0 10 Operator Layanan Operasional 0 Penelaah Teknis Kebijakan 

1Pengelola Layanan Operasional 0 5 Operator Layanan Operasional 0

1 0

Penata Layanan Operasional 7 1 2

Operator Layanan Operasional 5 1 1 -1 Pengelola Layanan Operasional 6 1

K

Pengolah Data dan Informasi 6 0 2 -2
5 1 2 -1

Jabatan B
 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 

Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)
Jabatan B K Jabatan B

Penata Layanan Operasional 1

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Seksi Angkutan Laut

0 1

Penata Layanan Operasional 0 1 Operator Layanan Operasional 3

1

Operator Layanan Operasional 0 30 Penata Layanan Operasional 0  Pengadministrasian Perkantoran

 Pengadministrasi Perkantoran 0 2 Operator Layanan Operasional 0 Penelaah Teknis Kebijakan 

2 2
Pengelola Layanan Operasional 0 5 Pengelola Layanan Operasional 0

1 -1
Jabatan

Pengelola Layanan Operasional 6 0
Pengawas Transportasi Darat 7 0 5 -5  Pengadministrasian Perkantoran

Jabatan B

5 0

Petugas Transportasi Darat 6 0 25 -25
Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)

Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan
Jabatan B K Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Seksi Angkutan Darat

Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2

Penata Layanan Operasional 2 4 Operator Layanan Operasional 0 5

Penata Layanan Operasional 2

Operator L;ayanan Operasional 0 20 Penata Layanan Operasional 0

0 1 -1Pengadministrasi Perkantoran 0 2

2 -2
Penelaah Teknis Kebijakan 2 2

Pengelolah Data dan Informasi 6

-1
Jabatan B K

Pengelola Layanan Operasional 0 5  Penelaah Teknis Kebijakan 7 0

B K
 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1

JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA

Jabatan

0  Analis Kebijakan Ahli Muda 9 1 1 1 Analis Kebijakan Ahli Muda 9 1 1 0  Analis Kebijakan Ahli Muda 9 1 1

Jabatan B K Jabatan B K Jabatan B K

JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL

Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1) Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Kepala Bidang Angkutan

 Kelas 11 (gol ruang: IV/a - pend.: S2)  Kelas 11 (gol ruang: IV/a - pend.: S2)  Kelas 11 (gol ruang: IV/a - pend.: S2)

3

Penata Layanan Operasional 0 2 Penata Layanan Operasional 1 3

2 -2
Pengadministrasi Umum 0 2

Operator Layanan Operasional 0 3 Operator Layanan Operasional 0

2 -2

 Pengolah Data dan Informasi 6 2 4 -2

 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1

8 0 1 -1

Jabatan Pelaksana B K
 Pengolah Data dan Informasi 6 3

9 0 1 -1

JF ARSIPARIS TERAMPIL 8 0 2 -2 JF PERENCANAAN PERTAMA

9 0 1 -1

JF ARSIPARIS PERTAMA 8 0 2 -2 JF PERENCANAAN MUDA

JF ARSIPARIS AHLI MUDA 9 1 1 0 JF PERENCANAAN MADYA 

Jabatan Fungsional B K Jabatan B K

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan
Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)  Kelas 9 (gol ruang: III/c - pend.: S1)

Sekretaris
Kelas 12 (gol ruang: IV/b - pendidikan: S2)

Kepala Dinas Perhubungan
Kelas 14 (gol ruang : IV/c - pendidikan : S2)

     17. PETA JABATAN DINAS PERHUBUNGAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+

8 0 1 -1

6 0 1 -1

8 0 2 -2 Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

6 0 1 -1 5 2 3 -1 5 1 2 -1

8 0 1 -1 6 2 3 -1 7 2 3 -1

6 0 1 -1 6 0 2 -2 7 0 2 -2

8 0 2 -2 5 0 2 -2 7 0 1 -1

6 1 2 -1 7 0 1 -1

6 0 2 -2

6 0 2 -2

5 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 2 5 -3 9 2 5 -3 9 0 3 -3

7 0 8 -8 8 0 3 -3 9 0 3 -3

6 1 4 -3 6 0 4 -4 9 1 3 -2

6 0 4 -4 5 0 4 -4 7 0 3 -3

5 0 4 -4 6 0 5 -5

6 0 2 -2

5 0 4 -4

Penata Layanan Operasional

Pengelolaan Umum Operasional

Penata Layanan Operasional Pengelolaan Umum 
Operasional Penelaah Teknis Kebijakan

Pengelolaan Umum 
Operasional Pengolah Data dan Informasi

Pengolah Data dan Informasi Penata Layanan Operasional Sandiman Ahli Muda

Pranata Humas Ahli Muda Pranata Komputer Ahli Muda Pranata Komputer Ahli Muda

Penelaah Teknis Kebijakan Penata Kelola Informatika 
SPBE Statistisi Ahli Muda

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Penata Layanan 
Operasional

Pengelolaan Umum 
Operasional

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

 Kepala Bidang Humas, Komunikasi dan Informasi   Kepala Bidang Layanan e-Government  Kepala Bidang Telekomunikasi, Statistik dan 
Persandian 

Arsiparis Pertama Pengelolaan Umum 
Operasional JF Perencana Ahli Muda

Arsiparis Terampil JF Perencana Ahli Madya

Pengolah Data dan 
Informasi

Pengadministrasi 
Perkantoran

Sandiman Pertama Pengolah Data dan 
Informasi Penelaah Teknis Kebijakan

Sandiman Terampil Penata Layanan 
Operasional

JF Perencana Ahli 
Pertama

Statistisi Terampil Pengadministrasi 
Perkantoran

JF Pranata Komputer Terampil Kelas (9) Kelas (9)

Statistisi Pertama Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

 Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan 
Keuangan JF Pranata Komputer Pertama

Kepala Dinas

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kelas (12)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

     18. PETA JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+
JF Arsiparis Ahli Muda 9 0 2 -2 JF Perencana Ahli Muda 9 0 1 -1

JF Arsiparis Ahli Pertama 8 1 2 -1 JF Perencana Ahli Pertama 8 0 1 -1

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 4 -2

Penata Kelola Sistem dan Teknologi 
Informasi

7 1 3 -2 Penata Layanan Operasional 7 0 2 -2

Penata Layanan Operasional 7 0 3 -3 Pengolah Data Dan Informasi 6 0 3 -3

Pengolah Data dan Informasi 6 2 4 -2

Pengadministrasi Perkantoran 5 0 3 -3

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+

Analis Perdagangan Ahli Madya 12 0 4 -4 Pengawas Koperasi Ahli Madya 12 0 3 -3 Pengawas Koperasi Ahli Muda 9 3 3 0

Analis Perdagangan Ahli Muda 9 1 6 -5 Pengawas Koperasi Ahli Muda 9 2 3 -1 Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya 12 0 1 -1

Analis Perdagangan Ahli Pertama 8 0 8 -8 Pengawas Koperasi Ahli Pertama 8 0 6 -6 Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda 9 0 3 -3

JF Penera Ahli Madya 12 0 1 -1 Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama 8 0 3 -3

JF Penera Ahli Muda 10 1 2 -1

JF Penera Ahli Pertama 8 0 2 -2

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+  Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+  Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+

Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0 Penata Layanan Operasional 7 1 5 -4 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 4 -4

Penata Layanan Operasional 7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 7 -5 Penata Layanan Operasional 7 0 11 -11

Pengolah Data dan Informasi 6 0 6 -6 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 1 5 -4

Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2 Operator Layanan Operasional 5 0 1 -1 Fasilitator Perdagangan 6 0 3 -3

Operator Layanan Operasional 5 0 7 -7 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kelas (14)

Sekertaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 

Kelas (12)

 Kelas (9) Kelas (9)

 Kepala Bidang Perdaganagn Kepala Bidang Koperasi Kepala Bidang UKM

Kelas (8)

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Kepala UPTD PLUT
Kelas (9)

Kasubag Umum

     19. PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas -/+ Kelas

9 -1 9

9 -2 9

8 -5 8

10 -1 10

12 -1 12

Kelas -/+ Kelas

7 -4 7

6 -2 7

5 -2 6

5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelas (12)

Kepala Sub Bagian Umum 

Kelas (9)

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+

JF ARSIPARIS PERTAMA 8 0 2 -2

JF ARSIPARIS MUDA 9 1 2 -1

JF ANALIS KEBUAKAN 9 2 2 0

JF ANALIS HUKUM 9 1 3 -2

JF ARSIPARIS TERAMPIL 6 0 2 -2

JF PERENCANA AHLI PERTAMA 8 0 1 -1

JF PERENCANA AHLI MUDA 10 0 1 -1

JF PERENCANA AHLI MADYA 12 0 1 -1

Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+

Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2

Pengolah Data dan Informasi 6 1 4 -3

Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi 7 0 1 -1

Pengelola Umum Oprasional 1 0 2 -2

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 2 -1

KOORDINAROR JF DAN KELOMPOK JF PTSP KOORDINAROR JF DAN KELOMPOK JF PENANAMAN MODAL 

Jabatan Fungsional B K Jabatan Fungsional B K -/+

JF PRANATA KOMPUTER 0 1 JF ANALIS KEBUAKAN 0 7 -7

1 -1

JF PENATA PERIZINAN AHLI 
PERTAMA 0 5 JF PENATA KELOLA PENANAMAN 

MODAL  AHLI PERTAMA 1 16 -15

JF ANALIS KEBUAKAN 0 2 JF PRANATA KOMPUTER 0

13 -5

JF PENATA PERIZINAN AHLI 
MADYA 1 2 JF PENATA KELOLA PENANAMAN 

MODAL  AHLI MADYA 4 4 0

JF PENATA PERIZINAN AHLI 
MUDA 3 4 JF PENATA KELOLA PENANAMAN 

MODAL  AHLI MUDA 8

-/+

Penelaah Teknis Kebijakan 1 5 Penata Kelola Sistem dan 
Teknologi Informasi 1 1 0

Jabatan Pelaksana B K Jabatan Pelaksana B K

Pengadministrasi Perkantoran 0 2 -2

-11

Pengadimistrasi Perkantoran 0 2 Pengolah Data dan Informasi 0 5 -5

Pengolah Data dan Informasi 0 2 Penelaah Teknis Kebijakan 0 11

     20. PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

8 1 2 -1 9 0 1 -1

6 0 2 -2 8 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 1 -1 7 3 4 -1

7 0 2 -2 7 0 4 -4

6 2 3 -1 6 1 1 0

5 0 7 -7 5 0 2 -2

5 0 3 -3

3 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

11 0 1 -1 9 0 3 -3

9 3 3 0 9 0 1 -1

8 0 1 -1 11 0 2 -2

Kelas B K -/+ 9 2 2 0

7 0 4 -4 Kelas B K -/+

7 0 2 -2 7 0 2 -2

6 0 1 -1 7 0 4 -4

5 1 6 -5 6 1 1 0

5 0 3 -3 6 0 1 -1

5 0 2 -2

Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kelas (14)

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

JF Arsiparis Pertama JF Perencana Ahli 
Muda

JF Arsiparis Terampil JF Perencana Ahli 
Pertama

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Penata Kelola Sistem 
dan Teknologi 

Informasi

Penelaah teknis 
kebijakan

 Kepala Bidang Olahraga 

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Pengolah data dan 
informasi

Pengelola data dan 
informasi

Pengadministrasi 
perkantoran

Operator Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Umum 
Operasional

 Kepala Bidang Pemuda 

Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Funsional Jabatan Fungsional

Analis Kebijakan ahli 
madya

Analis Kebijakan ahli 
muda

Analis Kebijakan ahli 
muda

Analis Kebijakan ahli 
pertama

Analis Kebijakan ahli 
pertama

Pelatih Olahraga ahli 
madya

Penelaah teknis 
kebijakan Jabatan pelaksana

Jabatan Pelaksana Pelatih Olahraga ahli 
muda

Pengadministrasi 
perkantoran

Pengelola Layanan 
Operasional

Pengolah Data dan 
Informasi

Operator Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Penelaah teknis 
kebijakan

Pengelola Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

     21. PETA JABATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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B K -/+ Kelas B K -/+

0 1 -1 7 0 1 -1

1 2 -1 6 1 1 0

  

 

 B K -/+

0 4 -1

0 5 -1 Kelas B K -/+ B K -/+ B K -/+

0 8 -1  

0 12 -1 9 2 3 -1 2 3 -1 1 2 -1

0 6 -1 1 1 0

1 5 -1

0 8 -1       Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ B K -/+ B K -/+

0 8 -1

0 8 -1 Pengelola Data dan 
Informasi 6 1 3 -2 0 1 -1 0 1 -1

0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 7 0 4 -4 0 2 -2 0 2 -2

0 1 -1 Operator Layanan 
Operasional 5 0 5 -5 0 2 -2

0 2 -1   

Perencana Ahli Madya 11

Perencana Ahli Muda 9

Perencana Ahli Pertama 8

Kepala Dinas Perpustakaan dan kearsipan

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program,Pelapoan dan 
Keuangan 

Kelas Jabatan

Kelas (9) Kelas (9)

Pengadministrasi Perkantoran

Jabatan

 

Pengelola Data dan Informasi 6 Pengelola Data dan Informasi

Penata Kelola Sistem Dan 
Tekhnologi Informasi 7 0 1 -1 Penelaa Teknis Kebijakan

5 Penelaa Teknis Kebijakan

Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2

Pengelola Layanan Operasional 6 0 2 -2

7 1 1 0

Jabatan Kelas Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Pustakawan Ahli  Utama

Kelompok Jabatan Fungsional  Kepala Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan  Kepala Bidang Kearsipan  Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

12

Pustakawan Ahli Madya 11  Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Kelas  Jabatan Fungsional  Kelas 

Pustakawan Ahli Muda 9

Pustakawan Ahli Pertama 8 Pustakawan Ahli Muda  Arsipais Ahli Muda 9  Arsiparis Ahli Muda 

Jabatan Pelaksana Kelas

9

Pustakawan Ahli Penyelia 7  Pustakawan Ahli Muda 9

Arsiparis Ahli Madya 11

Arsiparis Ahli Pertama 8

Arsiparis Ahli Penyelia 7 Pengelola Data dan Informasi 6

Arsiparis Ahli Muda 9 Jabatan Pelaksana Kelas

Operator Layanan Operasional 6

Pengelola Data dan Informasi 6

Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7

     22. PETA JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

- 28 - 
 

 
 

 
 

 

 
Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

8 1 1 0 7 2 3 -1

7 0 2 -2 8 0 1 -1

6 3 4 -1 9 0 1 -1

7 0 4 -4

5 0 4 -4

1 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 2 2 0 9 3 3 0 9 1 1 0

9 1 1 0 9 1 2 -1

9 1 1 0

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 1 4 -3 7 0 13 -13 7 0 3 -3

7 1 1 0 7 0 4 -4 7 0 6 -6

6 0 1 -1 5 0 3 -3 7 0 7 -7

6 0 2 -2 5 0 3 -3

7 0 5 -5 6 0 3 -3

5 0 1 -1

6 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 3 -3 7 0 5 -5

5 0 3 -3 5 0 2 -2

6 0 1 -1 1 0 1 -1

1 0 1 -1

Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Jabatan

Arsiparis Pertama Penelah Teknis Kebijakan

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

 

Sekretaris Dinas Perikanan dan Kelautan
Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian  Program dan Keuangan 

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasinal

Pengelola Umum Operasional

Penata Kelola Sistem dan Teknologi
Informasi Perencana Pertama

Pengolah Data dan Informasi Perencana Muda

 Jabatan fungsional  Jabatan fungsional  Jabatan fungsional 

 Pengelolah Produksi Perikanan 
Tangkap  Analis Akuakultur  Pembina Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan 

 Kepala Bidang Perikanan Tangkap  Kepala Bidang Perikanan Budi Daya  Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

 Jabatan Pelaksana  Jabatan Pelaksana  Jabatan Pelaksana 

Penelah Teknis Kebijakan  Peanata Kelolah Kelautan dan Perikanan Penelah Teknis Kebijakan

 Analis Pasar Hasil Perikanan  
 Analis Mutu Hasil kelautan dan
Perikanan 

  Pengelolah Produksi Perikanan Tangkap 

  Pengelola Layanan Kelautan dan
Perikanan Operator Layanan Operasinal

Penata Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional

Operator Layanan Operasinal

 Peanata Kelolah Kelautan dan 
Perikanan 

Penata Layanan Operasional  Peanata Kelolah Kelautan dan Perikanan 

 Pengolah data dan Informas Operator Layanan Operasinal Penata Layanan Operasional

Kepala Pengembangan Usaha dan Pengelolaan TPI Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI)

Kelas (9) Kelas (9)

Kasubag Tata Usaha TPI Kepala Sub Bagian Tata Usaha UTP Balai Benih Ikan (BBI)

Pengelola Layanan Operasional

5 1 3 -2

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Kelas (8) Kelas (8)

Jabatan Jabatan
Pengelola Layanan Kelautan dan 
Perikanan 6 0 3 -3 Pengadministrasi Perkantoran

Operator Layanan Operasinal Operator Layanan Operasinal

Pengelola Layanan Operasional Pengelola Umum Operasional

Pengelola Umum Operasional

     23. PETA JABATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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     24. PETA JABATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

5 0 1 -1 9 0 1 1

7 0 3 3

5 0 7 7

Kelas B K -/+

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K

7 0 1 -1 6 0 1 -1 5 0 1

6 0 2 -2 3 0 1 -1 7 0 1

6 0 1 -1 7 0 2 -2 6 1 1

7 0 3 -3 5 0 1 -1 7 0 2

5 0 8 -8 7 0 3 -3 5 0 8

5 0 1 -1 5 0 8 -8 5 0 1

5 0 1 -1 Kelas (9)

Kelas B K

Kelas (8)
Kelas B K

Kepala Dinas Pariwisata

Kelas (14)

Sekretaris Dinas Pariwisata

Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program,Pelaporan dan Keuangan

Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Penata Kelola Sistem dan  
Teknologi Informasi 7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 3 -1

Pengolah Data dan 
Informasi 6 1 2 -1

JF Perencana Ahli Pertama

10 0 1 1

8 0 1 1

Pengelola Layanan dan 
Operasional 6 1 1 0

Penngadministrasi 
Perkantoran Pengolah Data dan Informasi

Arsiparis Pertama 8 1 2 -1 Penata Layanan Operasional

JF Perencana Ahli Muda

7 0 3 3

Arsiparis Terampil 7 0 2 -2

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Kelompok Jabatan Fungsional
 Kepala Bidang Pemasaran  Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan 

ekonomi kreatif Jabatan

Operator Layanan Operasional 5 0 7 7

Kelas (11) Kelas 11

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional -/+JF Pamong Budaya 
Muda 9 0 1 -1

Kelas (11)

 Adtyatama Kepariwisataan 
dan Ekonomi Kreatif  9  3  3  Adtyatama Kepariwisataan 

dan Ekonomi Kreatif  9  3  3  0 

JF Pamong Budaya 
Pertama 8 0 1 -1

 0  Adtyatama Kepariwisataan 
dan Ekonomi Kreatif  9  3  3  0 

Pengolah Data dan Informasi Operator Layanan 
operasional Penelaah Teknis Kebijakan -1

Pengelola Layanan Operasional Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Indormasi 0

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana -/+

Penelaah Teknis dan Kebijakan Pengolah  Data dan Informasi Pengadministrasi 
Perkantoran -1

Penata Layanan Operasional Pengadminstrasi Perkantoran Penata Layanan Operasional -2

OperatorLayanan Operasional Penata Layanan Operasional
Kepala UPT Pantai Marina

Operator Layanan 
Operasional -8

Pengelola Umum Operasional OperatorLayanan 
Operasional

Pengelola Umum 
Operasional -1

Pengelola Umum 
Operasional

Jabatan -/+

Jabatan -/+

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

     25. PETA JABATAN DINAS PARIWISATA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K

6 2 3 Kelas B K

7 4 6 Kelas B K Jabatan Fungsional Kelas B K 7 1 1

8 0 7 8 0 2 Perencana Ahli Pertama 8 0 1 6 5 5

8 16 28 7 0 2 Perencana Ahli Muda 9 0 1 7 0 4

9 14 34 5 0 1

11 21 21 Kelas B K Jabatan Pelaksana Kelas B K

13 0 5 5 1 2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1

8 0 3 6 1 1 Penata Kelola Sistem dan Informasi 7 1 2

9 0 2 7 0 1 Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1

11 0 3 7 0 4 Penata Layanan Operasional 7 0 3

6 0 4 5 0 1 Operator Layanan Operasional 5 0 1 -1

7 0 5 1 0 1

8 0 2

8 0 7

9 0 5

11 0 3

8 10 10

9 0 8

11 0 2

8 0 4

9 0 3

11 0 2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B K -/+

9 1 1 0 9 0 1 -1 9 0 1 -1 9 0 1 -1 Penyuluh Pertanian 9 2 3 -1
Analis Prasarana dan Sarana 

Pertanian 9 0 2 -2

9 1 1 0 9 1 1 0 9 1 1 0 9 0 0 0 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 9 0 1 -1

9 1 1 0 9 0 0 0 9 1 1 0

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+ Jabatan Pelaksana Kelas B K -/+

5 0 1 -1 7 2 2 0 7 2 3 -1 6 1 3 -2 Pengolah Data dan Informasi 6 1 2 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 3 -1

7 0 3 -3 5 0 1 -1 5 0 3 -3 7 2 4 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 3 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5 1 1 0

7 0 9 -9 7 0 7 -7 7 0 6 -6 7 2 18 -16 Penata Layanan Operasional 7 0 37 -37 Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

5 0 5 -5 5 0 2 -2 6 0 1 -1 5 0 7 -7 Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2 Penata Layanan Operasional 7 0 4 -4

5 0 2 -2 Operator Layanan Operasional 5 0 6 -6

B K -/+ Kelas B K -/+ Jabatan B K

1 2 -1 6 2 4 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 0 1

0 4 -4 7 0 8 -8 Penata Layanan Operasional 1 2

5 0 3 -3 Operator Layanan Operasional 0 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Jabatan -/+ Kelas (9)  Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Dinas Pertanian

 Kelas (14)

Sekretaris Dinas Pertanian
 Kelas (12)

Kelompok Jabatan Fungsional

0

Penyuluh Pertanian Penyelia -7 Arsiparis Ahli Pertama -2 -1 Pengolah Data dan Informasi 0

Penyuluh Pertanian Terampil -1 Jabatan Pelaksana -/+

Penyuluh Pertanian Mahir -2 Jabatan Fungsional -/+ -/+ Penelaah Teknis Kebijakan

-4

Penyuluh Pertanian Ahli Muda -20 Operator Layanan Operasional -1

Penyuluh Pertanian Ahli Madya 0 Jabatan Pelaksana -/+ -/+

Penyuluh Pertanian Ahli Pertama -12 Arsiparis Terampil -2 -1 Penata Layanan Operasional

-1

Medik Veteriner Ahli Madya -3 Penata Layanan Operasional -4 -3

Penyuluh Pertanian Ahli Utama -5 Pengadministrasi Perkantoran -1 -1

Medik Veteriner Ahli Pertama -3 Pengolah Data dan Informasi 0 -1

-1

Paramedik Veteriner Mahir -5 Pengelola Umum Operasional -1

Medik Veteriner Ahli Muda -2 Penelaah Teknis Kebijakan -1

Paramedik Veteriner Penyelia -2

Paramedik Veteriner Ahli Pertama -7

Paramedik Veteriner Muda -5

Paramedik Veteriner Terampil -4 Operator Layanan Operasional

Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya -2

Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama -4

Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda -3

Paramedik Veteriner Madya -3

Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama 0

Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda -8

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian 

Kelas (11) Kelas (11)  Kelas (11) Kelas (11)  Kelas (11)  Kelas (11)

Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya -2

Kepala  Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Hortikultura Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Pe ngawas Benih Tanaman Analis Pasar Hasil Pertanian Analis Pasar Hasil Pertanian Medik Veteriner

Kepala Bidang Penyuluhan 

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana

Pengadministrasi Perkantoran Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Pengelola Layanan Operasional

Pengendali Organisme Pengganggu 
Tanaman

Pengawas Benih Tanaman Pengendali Organismen Pengganggu 
Tanaman

Pengawas Bibit Ternak

Analis Pasar Hasil Pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim Analis Pasar Hasil Pertanian

Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional

Penelaah Teknis Kebijakan Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Tanaman Pangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih Hortikultura dan 
Tanaman Perkebunan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pembibitan Ternak 
Unggul

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan Kepala UPT Balai Benih Hortikultura dan Tanaman 
Perkebunan

Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak Unggul

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

-1

Operator Layanan Operasional 5 -1

Jabatan Kelas Jabatan Kelas -/+

Pengelola Layanan Operasional 6 Pengelola Layanan Operasional 7 -1

Penata Layanan Operasional 7 Penata Layanan Operasional 7

     26. PETA JABATAN DINAS PERTANIAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

- 32 - 
 

 
 

 
 
 

 

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+             Jabatan Kelas B K -/+

JF Arsiparis 8 1 1 0 JF Perencana Madya 8 0 1 -1

Pengolah Data dan Informasi 6 2 2 0 JF Perencana Muda 8 0 1 -1

Pengadministrasi Perkantoran 5 1 2 -1 JF Perencana Pratama 8 0 1 -1

Pengelola Umum Operasional 1 0 1 -1  Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 2 0

Operator Layanan Operasional 3 0 3 -3  Pengadministrasi Perkantoran 5 1 0 0

Operator Layanan Operasional 3 0 3 -3

Penata Layanan Operasional 4 0 4 -4

Jabatan Kelas B K -/+

JF Analis Ketahanan Pangan Madya 12 0 2 -2

JF Analis Ketahanan Pangan Muda 10 3 3 0

JF Analis Ketahanan Pangan Pertama 8 3 3 0 Jabatan Kelas B K -/+

Penelaah Teknis Kebijakan 7 3 3 0 JF Analis Ketahanan Pangan Madya 12 0 2 -2

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1 JF Analis Ketahanan Pangan Muda 10 3 3 0

Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1 JF Analis Ketahanan Pangan Pertama 8 3 3 0

Penata Layanan Operasional 4 0 4 -4 Penelaah Teknis dan Kebijakan 7 2 3 -1

Pengolah Data dan Informasi 6 0 1 -1

Penata Layanan Operasional 4 0 4 4

    Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kelas (14)

Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan

Kelas (12)

 Kelas (9) Kelas (9)

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kelas (11)

AnalIS Ketahanan Pangan (Sub Kordinator Ketersediaan Pangan

Kelas (9)

     27. PETA JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 1 1 0 11 0 1 -1

8 0 2 -2 9 0 2 -2

6 0 2 -2 8 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 2 -2 7 2 4 -2

6 1 3 -2 6 3 2 1

7 0 1 -1 7 0 2 -2

6 0 1 -1 6 0 1 -1

5 0 6 -6

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 3 3 0 9 3 3 0 9 2 2 0

9 1 1 0

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 3 -3 7 0 1 -1 7 0 3 -3

7 0 2 -2 7 0 5 -5 7 2 10 -8

5 0 1 -1 6 0 1 -1 6 2 2 0

5 9 61 -52 5 0 65 -65

3 0 1 -1 0 4 -4

3 0 29 -29

B K -/+

0 1 -1

0 4 -4

0 1 -1

0 4 -4

0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5

Pengadministrasi Perkantoran 5

Penelaah Teknis Kebijakan 7

Penata Layanan Operasional 7

Pengelola Data Dan Informasi 6

Kepala  Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan

Kelas (8)

Jabatan Kelas

Pengelola Umum Operasional

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
Kelas (9)

Operator Layanan Operasional Operator Layanan 
Operasioanl

Operator Layanan Operasional Pengelola Umum Operasional

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional Pengelola Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi

Jabatan Pelaksana Jabatan Pelaksana Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

Pengendali Dampak Lingkungan Pengendali Dampak 
Lingkungan Pengendali Dampak Lingkungan

Pengawas Lingkungan Hidup

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Pengelola layanan 
Operasional Operator Layanan Operasional

 Operator Layanan Operasional

 Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah 
Berbahaya dan Beracun Dan Peningkatan Kualitas 

 Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan 
Kerusakan Lingkungan 

5 0 3 -3

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Pengelola Umum Operasional 1 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran

Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi

JF Arsiparis Pertama JF Perencana Ahli Muda

Jf Arsiparis Terampil JF Perencana Ahli Pertama

Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

JF Arsiparis Ahli Muda JF Perencana Ahli Madya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kelas (14)

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program Pelaporan dan 
Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Fungsional Jabatan

     28. PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

9 0 2 -2

8 0 10 -10

5 0 112 -112

6 0 50 -50

7 0 20 -20

9 0 1 -1

8 0 3 -3

7 0 5 -5

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

5 0 112 -112 6 1 1 0 7 1 2 -1 7 0 2 -2 7 1 2 -1

8 0 2 -2 6 3 5 -2 6 2 2 0 6 2 4 -2 5 2 26 -24

6 0 2 -2 5 2 15 -13

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 1 -1 6 3 4 -1 6 1 1 0 7 0 1 -1

6 2 2 0 6 4 8 -4 6 2 5 -3 6 0 1 -1

6 0 10 -10 5 0 8 -8 5 1 2 -1

5 0 17 -17

 

Operator Layanan 
Operasional

Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasinal

Operator Layanan 
Operasional

Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan 
Informasi

Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi Penata Kelola Keamanan 
dan Ketertiban

Penata Kelola Keamanan dan 
Ketertiban Pengelolah Data dan Informasi

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan

Arsiparis Terampil Operator Layanan Operasional

 Kepala Seksi Kerjasama  Kepala Seksi Pencegahan Dan Pembinaan PPNS  Kepala Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat  Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  

Polisi Pamong Praja Pemula Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakanr Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan

Arsiparis Pertama Operator Layanan Operasional Pengolah Data dan 
Informasi

Pengolah Data dan 
Informasi Operator Layanan Operasional

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan
Polisi Pamong Praja 
Terampil

6 0 44 -44
Kelas (9)

Polisi Pamong Praja Ahli 
Muda

Polisi Pamong Praja Ahli 
Pertama  Kepala Seksi Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan 

Ketertiban Umum  Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan  Kepala Seksi  Data dan Informasi  Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran  
Polisi Pamong Praja 
Penyelia

Pemadam Kebakaran 
Terampil

Pemadam Kebakaran Mahir

2 -2Analis Kebakaran Muda

Analis Kebakaran Pertama

Pemadam Kebakaran 
Pemula

1 1 0 Analis Kebakaran 9 09 1 1 0Polisi Pamong Praja Ahli Muda 9

-/+B K -/+ Jabatan Fungsional Kelas B Kelas B K

Polisi Pamong Praja Ahli 
Muda 91 1 0 Polisi Pamong Praja Ahli 

Muda

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Polisi Pamong Praja Ahli 
Madya 11 0 1 -1 Jabatan Fungsional Kelas

 Jabatan Kelas B K -/+ Kelas (11)

Jabatan Fungsional Kelas B K -/+K -/+ Jabatan Fungsional

2 -2

 Kelompok Jabatan Fungsional  Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati  Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat  Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 

0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5 0Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2 Pengadministrasi Perkantoran 5

0

1 1 0

Pengadministrasi Perkantoran 5 0 2 -2 Pengolah Data dan Informasi 6

7 1 3 -2 Penelaah Teknis Kebijakan 7

3 -23 -3 Pengolah Data dan Informasi 6 1

Jabatan Jabatan Jabatan

Pengolah Data dan Informasi 6 2 5 -3 Penelaah Teknis Kebijakan

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kelas (12)

 Kepala Sub Bagian Keuangan 

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kelas (14)

     29. PETA JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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JABATAN                 

FUNGSIONAL
B K -/+

JABATAN                   

FUNGSIONAL
Kls B K -/+ B K -/+

JABATAN             

FUNGSIONAL
B K -/+

JABATAN            

FUNGSIONAL
B K -/+

JABATAN                  

FUNGSIONAL
Kls B K -/+

ADMINISTRATOR KESEHATAN 

MADYA
4 5 -1

PERENCANA              

MADYA
12 0 1 -1 1 1 0 DOKTER UTAMA 2 5 -3 PERAWAT MADYA 26 33 -7

PRANATA LABORATORIUM 

KESEHATAN MADYA
11 1 2 -1

ADMINISTRATOR KESEHATAN 

MUDA
2 3 -1

PERENCANA             

MUDA
10 2 2 0 1 2 -1 DOKTER MADYA 14 18 -4 PERAWAT MUDA 21 25 -4

PRANATA LABORATORIUM 

KESEHATAN MUDA
9 4 10 -6

ADMINISTRATOR KESEHATAN 

PERTAMA
1 3 -2

ADMINISTRATOR 

KESEHATAN 

MADYA

11 0 1 -1 2 DOKTER MUDA 11 15 -4 PERAWAT PERTAMA 6 106 -100
PRANATA LABORATORIUM 

KESEHATAN PERTAMA
8 1 3 -2

ARSIPARIS 0 2 -2
ADMINISTRATOR 

KESEHATAN MUDA
8 1 1 0 B K -/+ DOKTER PERTAMA 4 11 -7 PERAWAT TERAMPIL 14 119 -105

PRANATA LABORATORIUM 

KESEHATAN TERAMPIL
6 7 19 -12

7 3 2 2 0 DOKTER G IG I UTAMA 1 1 0 PERAWAT PENYELIA 2 4 -2
PRANATA LABORATORIUM 

KESEHATAN PENYELIA
8 7 7 0

JABATAN                  

PELAKSANA
Kls B K -/+

JABATAN                    

PELAKSANA
Kls B K -/+ 3 3 0 DOKTER G IG I MADYA 3 3 0 PERAWAT MAHIR 2 8 -6 FISIOTERAPIS MADYA 11 3 4 -1

PENGADMINISTRASI 

PERKANTORAN
4 4 0

PENELAAH TEKNIS 

KEBIJAKAN
6 0 1 -1 0 1 -1 DOKTER G IG I MUDA 0 2 -2 BIDAN MADYA 4 7 -3 FISIOTERAPIS MUDA 9 2 2 0

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
2 2 0

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
6 0 1 -1 0 10 -10

DOKTER G IG I 

PERTAMA
2 3 -1 BIDAN MUDA 3 4 -1 FISIOTERAPIS PERTAMA 8 0 1 -1

OPERATOR LAYANAN 

OPERASIONAL
0 33 -33 0 1 1 0

PEREKAM MEDIS                

MADYA
0 2 -2 BIDAN PERTAMA 2 6 -4

FISIOTERAPIS PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR
7 1 1 0

PENYUSUN MATERI HUKUM & 

PERUNDANG-UNDANGAN
0 1 -1 6

PEREKAM MEDIS                

MUDA
1 2 -1 BIDAN TERAMPIL 14 64 -50

FISIOTERAPIS 

PELAKSANA/TERAMPIL
6 2 3 -1

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN 0 1 -1 3 8
PEREKAM MEDIS 

PERTAMA
0 1 -1 BIDAN PENYELIA 7 7 0 FISIKIAWAN MEDIS MADYA 11 1 1 0

PENGADMINISTRASI 

PERKANTORAN
0 5 -5

PEREKAM MEDIS 

PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR

1 3 -2 BIDAN MAHIR 1 5 -4 FISIKIAWAN MEDIS PERTAMA 8 0 2 -2

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
0 6 -6

PEREKAM MEDIS 

PELAKSANA
2 9 -7

ADMINISTRATOR 

KESEHATAN MADYA
0 1 -1 SANITARIAN MADYA 11 0 3 -3

PEREKAM MEDIS 

PENYELIA
3 3 0

ADMINISTRATOR 

KESEHATAN MUDA
2 2 0 SANITARIAN MUDA 9 3 5 -2

EPIDEMIOLOGI 

KESEHATAN MUDA
0 4 -4

ADMINISTRATOR 

KESEHATAN PERTAMA
3 8 -5 SANITARIAN PERTAMA 8 3 6 -3

6
EPIDEMIOLOGI 

KESEHATAN PERTAMA
6 7 -1 107 SANITARIA PENYELIA 8 1 1 0

13
ADMINISTRATOR 

KESEHATAN MADYA
2 2 0

JABATAN              

PELAKSANA
B K -/+ SANITARIAN TERAMPIL 6 1 2 -1

ADMINISTRATOR 

KESEHATAN PERTAMA
8 0 4 -4

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
0 6 -6

PEMBIMBING KESEHATAN 

KERJA MUDA
9 0 2 -2

52
PEMBIMBING KESEHATAN 

KERJA PERTAMA
8 2 3 -1

JABATAN           

PELAKSANA
B K -/+ 0

PROMOSI KESEHATAN 

MASYARAKAT MADYA
11 1 2 -1

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
1 1 0 107

PROMOSI KESEHATAN 

MASYARAKAT MUDA
9 2 2 0

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
0 72 -72

PROMOSI KESEHATAN 

MASYARAKAT PERTAMA
8 1 2 -1

RADIOGRAFER MADYA 11 0 1 -1

1 RADIOGRAFER MUDA 9 1 2 -1

53
RADIOGRAFER PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR
7 2 3 -1

RADIOGRAFER PELAKSANA  6 4 8 -4

RADIOGRAFER PENYELIA 8 6 7 -1

TEKNISI ELEKTROMEDIS 

PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR

7 1 2 -1

TEKNISI ELEKTROMEDIS 

PENYELIA
8 2 2 0

TEKNISI ELEKTROMEDIS 

TERAMPIL
6 1 9 -8

PENATA ANASTESI MADYA 11 2 2 0

 PENATA ANASTESI MUDA 9 0 1 -1

PENATA ANASTESI PERTAMA 8 0 1 -1

ASISTEN PENATA ANASTESI 

PENYELIA
8 1 1 0

ASISTEN PENATA ANASTESI 

PELAKSANA/TERAMPIL
6 0 3 -3

APOTEKER UTAMA 14 0 1 -1

APOTEKER MADYA 12 4 6 -2

APOTEKER MUDA 9 5 9 -4

APOTEKER PERTAMA 8 4 9 -5

ASISTEN APOTEKER             

TERAMPIL
6 2 22 -20

ASISTEN APOTEKER             

PENYELIA
8 4 5 -1

ASISTEN APOTEKER 

PELAKSANA 
7 3 4 -1

NUTRISIONIS MADYA 11 3 3 0

NUTRISIONIS MUDA 9 1 1 0

NUTRISIONIS PERTAMA 8 1 3 -2

NUTRISIONIS TERAMPIL 6 5 6 -1

NUTRISIONIS PENYELIA 8 1 1 0

NUTRISIONIS PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR
7 1 1 0

TERAPIS G IG I & MULUT 

MADYA
11 1 2 -1

TERAPIS G IG I & MULUT MUDA 9 1 3 -2

TERAPIS G IG I & MULUT 

PERTAMA
8 2 3 -1

TERAPIS G IG I & MULUT 

PELAKSANA 

LANJUTAN/MAHIR

7 1 1 0

TERAPIS G IG I & MULUT 

PELAKSANA/TERAMPIL
6 0 1 -1

OKUPASI TERAPIS TERAMPIL 6 0 1 -1

TERAPIS WICARA TERAMPIL 6 0 1 -1

TEKNISI KARDIOVASKULER 

TERAMPIL
6 0 1 -1

0
ADMINISTRATOR KESEHATAN 

MADYA
11 1 3 -2

ADMINISTRATOR KESEHATAN 

MUDA
9 2 2 0

ADMINISTRATOR KESEHATAN 

PERTAMA
8 2 8 -6

107

JABATAN PELAKSANA Kls B K -/+

PENGELOLA LAYANAN 

KESEHATAN
6 1 1 0

PENGELOLA LAYANAN 

KESEHATAN
6 0 72 -72

1

6

Kls

6

6

9 9

8

11 Kls

6 6 11

8 9

7 8 8

5 7 7

5
PENATA LAYANAN 

OPERASIONAL
6 11 8

7 9 6

5
PENELAAH TEKNIS 

KEBIJAKAN
7 10 11

6
PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
6 9 9

PENELAAH TEKNIS 

KEBIJAKAN
7 14 8

PENGOLAH DATA & 

INFORMASI
6 12 7

8 10 8

8
JABATAN            

PELAKSANA
Kls 9 6

11
ANALIS KEUANGAN 

PUSAT & DAERAH MUDA
9 14 11

9
ADMINISTRATOR 

KESEHATAN PERTAMA
8 12 9

Kls
JABATAN    

FUNGSIONAL
Kls Kls Kls

Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11) Kelas (11)

Kepala Bidang Pelayanan Medik Kepala Bidang Keperawatan
Kepala Bidang Penunjang dan Pengendalian 

Pelayanan
Kepala Bagian Ketatausahaan dan Hukum

Kepala Bagian Perencanaan, Pendid ikan,                        

Pelatihan dan Penelitian
Kepala Bagian Keuangan

Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan Wakil Direktur Pelayanan

Kelas Kelas

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah     30. PETA JABATAN RSUD PROF ANWAR MAKKATUTU 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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      31. PETA JABATAN RSUD BANYORANG 

Kepala Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik
(gol ruang - pendidikan)

8 4 9 -5
10 1 6 -5
7 10 27 -17

0 12 -12 7 0 10 -10
0 2 -2 7 1 10 -9
0 4 -4 8 15 37 -22
0 10 -10 9 0 18 -18
0 4 -4 11 2 2 0

13 0 2 -2
7 9 36 -27
8 8 13 -5
9 2 3 -1

11 1 3 -2
8 4 6 -2
9 0 4 -4

11 1 2 -1
14 0 1 -1
6 0 5 -5
7 0 8 -8
7 0 3 -3
7 0 1 -1
8 2 2 0
9 0 2 -2

11 1 1 0
14 0 1 -1
7 2 4 -2
8 2 3 -1
9 0 3 -3
8 2 7 -5
6 0 2 -2
8 4 5 -1
9 1 1 0
6 1 8 -7
7 0 1 -1
8 0 1 -1
7 5 9 -4
8 0 3 -3
6 1 2 -1
6 0 2 -2
8 1 3 -2
9 0 3 -3
8 0 1 -1
9 0 1 -1
8 1 3 -2

10 0 2 -2
10 0 2 -2
10 1 3 -2
10 0 3 -3
10 1 1 0
12 0 1 -1
10 0 2 -2
10 0 2 -2
10 0 1 -1
10 0 1 -1
10 0 2 -2
10 0 1 -1
10 0 1 -1
8 0 1 -1
7 0 2 -2
8 0 1 -1
9 0 1 -1

Perencana  Ahli Pertama
Perencana Ahli Muda

(gol ruang - pendidikan) (gol ruang - pendidikan)

Direktur Utama
(gol ruang - pendidikan)

Kepala Tata Usaha kepala Seksi Keperawatan

Jabatan Fungsional Tertentu KLS AB B K =/-

Dokter Ahli Muda
Perawat Terampil

Pengolah Data dan Informasi Perawat Mahir
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Perawat Penyelia

Jabatan Pelaksana B K =/-
Dokter Ahli Pertama

Pengadministrasi Perkantoran Perawat Ahli Pertama
Penata Layanan Operasional Perawat Muda

Operator Layanan Operasional Perawat Madya

Asisten Apoteker Pelaksana

Perawat Utama
Bidan Terampil

Bidan Ahli Pertama
Bidan Ahli Muda

Bidan Madya
Apoteker Pertama 

Apoteker Muda
Apoteker Madya
Apoteker Utama

Nutrisionis Pelaksana

Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan
Perawat gigi Terampil
Perawat Gigi Penyelia

Dokter Gigi Ahli Pertama
Dokter Gigi Ahli Muda

Dokter Gigi Madya
Dokter Gigi Ahli Utama

Sanitarian Terampil
Sanitarian Ahli Pertama

Sanitarian Ahli Muda
Administrator Kesehatan Pertama

Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama

Nutrisionis Ahli Pertama
Nutrisionis Muda

Perekam Medis Pelaksana
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan

Perekam Medis Ahli Pertama
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
Pranata laboratorium Kesehatan Pertama

Radiografer Pelaksana
Teknisi Elektromedis Pelaksana

Epidemiolog Ahli Pertama
Epidemiolog Ahli Muda

Dokter Spesialis Mata

Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda
Promosi Kesehatan Ahli Pertama

Dokter Spesialis Bedah
Dokter Spesialis Anastesiologi dan Terapi Intensif

Dokter Spesialis Anak
Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Radiologi
Dokter Spesialis Radiologi Ahli Madya

Dokter Spesialis Obgyn
Dokter Spesialis Patologi Klinik

Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi

Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
Dokter Spesialis Neurologi

Dokter Spesialis Gigi dan Mulut (Peridentiologi)
Arsiparis Ahli Pertama

Arsiparis Terampil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

6 2 6 -4 7 2 2 0

5 0 3 -3 6 0 2 -2

7 0 1 -1 6 0 2 -2

5 0 2 -2 7 0 2 -2

8 1 0 0 5 0 2 -2

11 0 1 -1

9 0 1 -1

8 0 2 -2

B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+ Kelas B K -/+  Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

0 3 -3  Penelaah Teknis Kebijakan 7 2 0 2 5 0 1 -1  7 0 1 -1 7 1 1 0

0 2 -2  Pengolah Data dan 
Informasi 6 1 1 0 6 0 1 -1 6 0 1 -1 6 0 1 -1

7 0 1 -1 Pengadministrasi 
Perkantoran 5 1 1 0 7 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 1 -1 Penata Kelola 
Pemerintahan 7 0 1 -1 7 0 1 -1 7 0 1 -1 7 0 1 -1

7 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 7 0 1 -1 5 0 2 -2 5 0 2 -2 5 0 2 -2

5 0 2 -2 Operator Layanan 
Operasional 5 0 2 -2

Camat BANTAENG

Kelas (12)

Sekretaris Kecamatan BANTAENG
Kelas (11)

 Kepala Sub Bagian Program dan pealoran  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Kelas (9)Kelas (9)

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengelola Data & 
Informasi

Penata Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Jabatan

Pengolah Data dan 
Informasi

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Jabatan

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

Jabatan Fungsional  
Pertama Arsiparis

Operator Layanan 
Operasional

Jabatan Fungsional 
Perencana Ahli  

Madya

Jabatan Fungsional 
Perencana Ahli Muda

Jabatan Fungsional 
Perencana Ahli 

Pertama

 Kepala Seksi Pemerintahan  Kepala Seksi Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  Kepala Seksi Pelayanan Publik  Pemberdayaan Masyarakat 

Jabatan Kelas Jabatan Jabatan Jabatan
Pengolah Data 

Informasi 6 Pengadministrasi 
Perkantoran

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Pengadministrasi 
Perkantoran 5 Pengolah Data & 

Informasi
Pengolah Data dan 

Informasi
Pengolah Data dan 

Informasi

Penata  Kelola 
Pemerintahan

Penelaah Teknis 
Kebijakan

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasi 
Perkantoran

Operator Layanan 
Operasional

Penata  Kelola 
Pemerintahan

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operasional

     32. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN 

A. KECAMATAN BANTAENG 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

0 1 -1 7 1 3 -2 7 1 1 0

6 2 2 0 7 1 2 -1

5 1 3 -2 6 0 1 -1

6 0 3 -3

B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+ Kelas B K -/+  Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

1 2 -1 Operator Layanan 
Operasional 5 0 3 -3 5 0 4 -4  7 1 1 0 5 0 3 -3

1 4 -3 Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 7 0 1 -1 5 0 2 -2 7 0 1 -1

1 1 0 Penelaah Teknis 
Kebijakan 7 2 2 0 7 2 2 0 7 1 3 -2 7 2 2 0

0 1 -1 Pengelola Layanan 
Operasional 6 0 1 -1 6 0 1 -1

Penelaah Teknis 
Kebijakan 7 Pengelola Layanan 

Operasional

Operator Layanan 
Operasional 5 Penata Layanan 

Operasional
Operator Layanan 

Operasional Penata Layanan Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional 6 Penalaah Teknis Kebijakan Penata Layanan 

Operasional Penelaah Teknis Kebijakan

Jabatan Kelas Jabatan Jabatan Jabatan

Penata Layanan 
Operasional 7 Operator Layanan 

Operasional
Penelaah Teknis 

Kebijakan
Operator Layanan 

Operasional

 Pemberdayaan Masyarakat 

Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9) Kelas (9)

 Kepala Seksi Pemerintahan  Kepala Seksi Kepala Seksi Ekonomi dan 
Pembangunan  Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban  Kepala Seksi Pelayanan Publik 

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Jabatan Jabatan

PERENCANA MUDA 8 Penata Layanan 
Operasional Penelaah Teknis Kebijakan

Jabatan Kelas

 JABATAN FUNGSIONAL     Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  Kepala Sub Bagian Program dan pelaporan 

Kelas (9) Kelas (9)

Sekretaris Kecamatan BISSAPPU

Kelas (11)

Camat BISSAPPU (Sitti Juhaedah, SE, MM)

Kelas (12)

B. KECAMATAN BISSAPPU 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Jabatan Kelas B K -/+ B K -/+ B K -/+
1 1 0 1 1 0

Jabatan Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+
Penelaah Teknis 
Kebijakan (Jabatan 
Baru TDK ada di SM 
1824)

7 0 1 -1 Penelaah Teknis 
Kebijakan 7 1 1 0

Pengolah Data dan 
Informasi 6 0 3 -3 Pengolah Data dan 

Informasi 6 1 3 -2

Pengadministrasi 
Perkantoran 5 1 2 -1 Pengelola Layanan 

Operasional 6 0 1 -1

Pengelola Umum 
Operasional 3 0 1 -1

Pengadministrasi 
Perkantoran 
(Jabatan Baru TDK 
ada di SM 1824)

5 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional 5 0 14 -14 Operator Layanan 

Operasional 5 0 15 -15

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 Penata Layanan 

Operasional 7 0 2 -2

Arsiparis Ahli 
Pertama 8 0 2 -2 JF Perencana Ahli 

Pertama 8 0 1 -1

Arsiparis Ahli 
Terampil 7 0 2 -2

Jabatan Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+ Jabatan Kelas B K -/+
Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1 Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1 Penata Kelola 
Pemerintahan

7 0 1 -1 Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1 Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1

Pengolah Data dan 
Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan 

Informasi 6 0 1 -1 Penelaah Teknis 
Kebijakan

7 0 1 -1 Pengolah Data dan 
Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan 

Informasi 6 0 1 -1

Pengadministrasi 
Perkantoran 5 0 1 -1 Pengadministrasi 

Perkantoran 5 0 1 -1 Pengolah Data dan 
Informasi 6 0 3 -3 Pengadministrasi 

Perkantoran 5 0 1 -1 Pengadministrasi 
Perkantoran 5 0 1 -1

Operator Layanan 
Operasional 5 0 6 -6 Operator Layanan 

Operasional 5 0 9 -9 Pengadministrasi 
Perkantoran 5 3 6 -3 Operator Layanan 

Operasional 5 0 11 -11 Operator Layanan 
Operasional 5 0 6 -6

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2 Penata Layanan 

Operasional 7 0 1 -1 Operator Layanan 
Operasional 5 0 8 -8 Penata Layanan 

Operasional 7 0 2 -2 Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2

Penata Layanan 
Operasional 7 0 2 -2

(Hj. Erny, S.Sos/19751228 200801 2 008)

Camat Sinoa
( Kelas 12 )

Sekcam

( Kelas 11 )

Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan (Syamsinar, S.E)

(Abdul Rahman Ismail, S.E/19820111 201503 1 003) (Syamsinar, S.E/19790818 200701 2 015)
Kelas Kelas

9 9

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Publik Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

(Irfan Nurmin, S.Sos., M.M/19791017 200701 1 006) (Kartini, S.E/19810102 200904 2 002) (Hajerah, S.E/19870413 200604 2 006) (Mursalim, S.Sos.,M.Si/19710204 200212 1 003)
( Kelas 9 ) ( Kelas 9 ) ( Kelas 9 ) ( Kelas 9 ) ( Kelas 9 )

C. KECAMATAN SINOA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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D. KECAMATAN PA’JUKUKANG 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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K
1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 0 1 -1 7 1 1 0

6 2 4 -2 6 1 4 -3

6 0 1 -1 5 0 1 -1

5 2 3 -1 7 0 3 -3

7 0 3 -3 5 0 2 -2

5 0 2 -2 8 0 1 -1

8 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

6 3 4 -1 6 0 3 -3 6 0 2 -2 6 0 2 -2 6 0 1 -1

5 0 2 -2 5 0 1 -1 5 3 4 -1 5 2 4 -2 5 2 3 -1

7 0 1 -1 7 1 4 -3 7 0 2 -2 7 0 2 -2 7 0 2 -2

7 0 3 -3 5 0 2 -2 5 0 3 -3 5 0 3 -3 5 0 3 -3

Operator Layanan Operasiona5 0 3 -3

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operaional

Operator Layanan 
Operaional

Operator Layanan 
Operaional Operator Layanan Operaional

Pengadministrasi 
Perkantoran

Pengadministrasian 
Perkantoran

Pengadministrasian 
Perkantoran 

Pengadministrasian 
Perkantoran Pengadministrasian Perkantoran

Penata Kelola 
pemerintahan

Penata Layanan 
Operasional 

Penata layanan 
operasional

Penata Layanan 
Operasional Penata Layanan Operasional

1 -1

Pengolah Data dan 
Informasi

Pengolah Data dan 
Informasi

Pengolah Data dan 
Informasi 

Pengolah Data dan 
Informasi Pengolah Data dan Informasi

0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 07 0 2 -2 Penelaah Teknis 
Kebijakan 7Penelaah teknis 

kebijakan 7 0 4 -4 Penelaah Teknis Kebijakan

Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis 
Kebijakan 7 0 1 -1

1 0 9 1 1 09 1 1 0 9 1
K -/+

9 1 1 0 9 1 1 0
Kelas B K -/+ Kelas BK -/+ Kelas B K -/+Kelas B K -/+ Kelas B

JF Arsiparis Pertama

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pelayanan Publik 

1

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pengadministrasian 
Perkantoran

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan 
Operasional

Operator Layanan 
Operaional

Operator Layanan 
Operaional

Perencana Ahli Pertama

Penelaah Teknis 
Kebijakan            

Pengelola Data dan 
Informasi      

Pengelola Data dan Informasi                           

Pengelola Layanan 
Operasional

Pengadminstrasian 
Perkantoran

Jabatan

09 1 1 0 9 1

Penelaah teknis Kebijakan

Jabatan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

B -/+
11 1 0

Sekretaris Camat

Kelas

Kelas B K -/+
12 0

Plt.Camat

1 -1

E. KECAMATAN TOMPOBULU 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

7 1 5 -4 7 1 5 -4

5 0 7 -7 6 0 1 -1

0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

                                                           

Kelas B K -/+
12 1 1 0

Camat Gantarangkeke 

Sekretaris Kecamatan Gantarangkeke

Kelas B K -/+

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

11 1 1 0

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

0

Jabatan Jabatan

9 1 1 0 9

Penata Layanan 
Operasional

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan 
Operasional

Pengelola Layanan 
Operasional

Perencana

1 1

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kepala Seksi Pelayanan Publik Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+B K -/+ Kelas
9 1 1 0 9 1 1

-/+ KelasB K -/+ Kelas B K

Penata Layanan 
Operasional 7 0 3 -3

Penata Layanan 
Operasional

0

Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan Jabatan

1 1 0 9 1 10 9 1 1 0 9

-2
Operator Layanan 

Operasional 5 0 5 -5
2 -2 Penata Layanan Operasional 7 0 20 2 -2 Penata Layanan 

Operasional 7 0

7 0 2 -2

Penata Layanan 
Operasional 7

5 0 5 -5 Operator Layanan 
Operasional 5

Operator Layanan 
Operasional 5 0 5 -5

Operator Layanan 
Operasional 5 -50 5 -5 Operator Layanan Operasional 5 0

F. KECAMATAN GANTARANGKEKE 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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G. KECAMATAN ULUERE 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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H. KECAMATAN EREMERASA 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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a. KELURAHAN PALLANTIKANG 
  

 
            

Kelas B K
9 1 1

 JABATAN B K -/+
0 1 -1
0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 1 5 -4
Pengadministrasi Perkantoran 0 1 -1

0 1 -1
0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ B K -/+

8 1 1 0 8 1 1 0 0 1 -1

5 0 1 -1 5 0 1 -1 0 1 -1

5 0 4 -4 5 0 4 -4 0 4 -4

Lurah PALLANTIKANG

0
-/+

Sekretaris Kelurahan PALLANTIKANG

Sekretaris Lurah 

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional
Operator Layanan Operasional

JABATAN JABATAN Jabatan

Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.Masyarakat

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kelas (8)

0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6

7 0 1 -1 Penelaah Teknis KebijakanPenelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan

1 -1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional
Operator Layanan Operasional

1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 0

     33. PETA JABATAN KANTOR KELURAHAN 



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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b. KELURAHAN TAPPANJENG 

 
 

Kelas B K
9 1 1

 JABATAN Kelas B K -/+
8 1 1 0
7 0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 5 -5
Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

7 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 1 1 0 8 0 1 -1

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

5 0 3 -3 5 0 3 -3 5 0 3 -3

Lurah TAPPANJENG

-/+
0

Kelas (8)
JABATAN JABATAN Jabatan

Sekretaris Kelurahan TAPPANJENG

Sekretaris Lurah 

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.Masyarakat

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0

0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0

-1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Operator Layanan Operasional Operator layanan Operasional Penata Layanan Operasional

1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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c. KELURAHAN LETTA 
 
           

                 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 0 1 -1
7 0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 1 5 -4
Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

7 0 1 -1
5 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 1 1 0 8 1 1 0

5 1 1 0 5 0 1 -1 5 0 2 -2

7 0 1 -1 5 0 4 -4 5 0 4 -4

5 0 4 -4

Lurah LETTA

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan PALLANTIKANG

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional

JABATAN JABATAN Jabatan
Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan Masyarakat

Operator layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kelas (8)

0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6

7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan

Operator Layanan Operasional

1 -1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional
Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional

1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 6 0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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d. KELURAHAN MALILINGI 

 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 0 1 -1
7 1 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 5 -5

5 0 1 -1

7 0 2 -2

5 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

8 1 1 0 8 1 1 0 8 0 1 -1

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

5 0 3 -3 5 0 3 -3 5 0 3 -3

Lurah MALLILINGI

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan 

Penelaah Teknis Kebijakan

Kelas (8)
JABATAN JABATAN Jabatan

Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan 
Masyarakat

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0

1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0

-1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Operator layanan Operasional Operator Layanan Operasional Operator Layanan Operasional

1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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e. KELURAHAN LEMBANG 

 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 1 1 0
6 0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 5 -5

5 0 1 -1

5 0

5 0 2 -2

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 1 1 0 8 1 1 0

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

5 0 2 -2 5 0 2 -2 5 0 2 -2

Lurah LEMBANG

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan 

Penelaah Teknis Kebijakan

Kelas (8)
JABATAN JABATAN Jabatan

Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan Masyarakat

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0

1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan 7 0

-1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Operator layanan Operasional Operator Layanan Operasional Operator layanan Operasional

1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0 1



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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f. KELURAHAN LAMALAKA 

 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 1 1 -1
6 1 1 0

Pengolah Data & Informasi 6 1 5 -4
Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

7 0 1 -1
5 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 1 1 0 8 1 1 0

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 1 -1 5 0 3 -3 5 0 3 -3

5 0 3 -3

Lurah LAMALAKA

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan 

Penelaah Teknis Kebijakan

JABATAN JABATAN Jabatan
Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan Masyarakat

Penata Layanan Operasional
Operator Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kelas (8)

0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6

7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan

Operator layanan Operasional

1 -1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional Operator layanan Operasional Operator Layanan Operasional

0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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g. KELURAHAN KARATUANG 

 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 1 1 0
6 1 1 0

Pengolah Data & Informasi 6 1 5 -4
Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

7 0 2 -2

5 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 0 1 -1 8 1 1 0

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 1 -1 7 0 1 -1 7 0 1 -1

5 0 3 -3 5 0 3 -3 5 0 3 -3

Lurah KARATUANG

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan 

Penelaah Teknis Kebijakan

JABATAN JABATAN Jabatan
Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan Masyarakat

Penata Layanan Operasional

Operator Layanan Operasionala

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

Kelas (8)

0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 1 1 0 Pengolah Data dan Informasi 6

7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penelaah Teknis Kebijakan

1 -16 0

Operastor Layanan Operasional
Operastor Layanan 

Operasional Operastor Layanan Operasional

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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h. KELURAHAN ONTO 

 

Kelas B K
9 1 1

 Kelas B K -/+
8 1 1 0
6 0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 1 5 -4
Pengadministrasi Perkantoran 5 0 1 -1

5 0 3 -3

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+
8 1 1 0 8 0 1 -1 8 0 1 -1

5 0 1 -1 5 0 1 -1 5 0 1 -1

7 0 1 -1 7 0 1 -1 7 0 1 -1

5 0 3 -3 5 0 3 -3 5 0 3 -3

Lurah ONTO

0
-/+

Sekretaris Kelurahan 

JABATAN
Sekretaris Kelurahan 

Penelaah Teknis Kebijakan

Ooperator Layanan Operasinal

JABATAN JABATAN Jabatan
Kasi Pemerintahan Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemb.&Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

0 1 -1

Pengolah Data & Informasi 6 0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6

7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan 7Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional Penata Layanan Operasional

1 -1

Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran

Operator layanan Operasional Operator layanan Operasional Operator layanan Operasional

0 1 -1 Pengolah Data dan Informasi 6 0



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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i. KELURAHAN BONTO JAYA 

 

Kelas B K -+
7 0 3 -3

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-2 Operator Layanan Operasional 6 0 1 -1

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 2 -2 Operator Layanan 
Operasional 6 0 2

1 -1 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 6 0

0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Jaya

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Jaya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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j. KELURAHAN BONTO MANAI 

 

Kelas B K -+
7 1 3 -2

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-3 Operator Layanan Operasional 6 0 3 -3

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3 Operator Layanan 
Operasional 6 0 3

1 -1 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 0

Penata Layanan Operasional 6 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 6 0

1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7 1

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Manai

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Manai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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k. KELURAHAN BONTO LEBANG 

 

Kelas B K -+
7 0 3 -3

Penalaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-3 Operator Layanan Operasional 6 0 3 -3

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3 Operator Layanan 
Operasional 6 0 3

1 -1 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 6 0

0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Lebang

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Lebang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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l. KELURAHAN BONTO SUNGGU 

 

Kelas B K -+
7 0 3 -3

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-2 Operator Layanan Operasional 6 0 2 -2

-1

Operator Layanan Operasional 5 2 2 0 Operator Layanan 
Operasional 6 0 2

1 -1 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 0 1 -1 Penata Layanan 
Operasional 6 0

0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Sunggu

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Sunggu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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m. KELURAHAN BONTO RITA 

 

Kelas B K -+
7 0 3 -3

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-3 Operator Layanan Operasional 6 0 4 -4

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4 Operator Layanan 
Operasional 6 0 3

1 0 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 1 1 0 Penata Layanan 
Operasional 6 1

0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Rita

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Rita



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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n. KELURAHAN BONTO ATU 

 

Kelas B K -+
7 1 3 -2

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 0 1 -1

Operator Layanan Operasional 5 0 4 -4

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-3 Operator Layanan Operasional 6 0 3 -3

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3 Operator Layanan 
Operasional 6 0 3

1 0 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 2 2 0 Penata Layanan 
Operasional 6 1

0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Atu

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Atu



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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o. KELURAHAN BONTO LANGKASA 

 

Kelas B K -+
7 0 3 -3

Penalaah Teknis Kebijakan 7 1 1 0

Pengelola Layanan Operasional 6 1 1 0

Operator Layanan Operasional 5 0 1 -1

Kelas B K -/+ Kelas B K -/+ Kelas B K -/+

  
-3 Operator Layanan Operasional 6 0 3 -3

-1

Operator Layanan Operasional 5 0 3 -3 Operator Layanan 
Operasional 6 0 3

1 -1 Penata Layanan Operasional 6 0 1

1 -1

Penata Layanan Operasional 6 1 1 0 Penata Layanan 
Operasional 6 0

1 1 0 Penalaah Teknis Kebijakan 7 0

Jabatan Jabatan Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan 7 0 1 -1 Penalaah Teknis Kebijakan 7

Jabatan
Penata Layanan Operasional

Kepala Seksi Pemerintahan Kepala Seksi Pelayanan Umum Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kelas (8) Kelas (8) Kelas (8)

Sekretaris Kelurahan Bonto Langkasa

Kelas (8)

Kelas (9)

Lurah Bonto Langkasa



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 
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p. KELURAHAN LEMBANG GANTARANGKEKE 

 

`

K                                                                                                                                                                                                      

1

Penelaah teknis kebijakan
Pengolah Data dan Informasi
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